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Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak 
istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis 
dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu 
ditetapkan satu transliterasi sebagaiberikut: 
A. Konsonan 
 q = ق z = ز „ = ء
 k = ك s = س b = ب
 l = ل sy = ش t = ت
 m = م sh = ص ts = ث
 n = ن dl = ض j = ج
 w = و th = ط h = ح
 h = ه zh = ظ kh = خ
 y = ي „ = ع d = د
  gh = غ dz = ذ
  f = ف r = ر
 
B. Vokal 
 َ = a 
 َ = i 
 َ = u 




Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda ( ّ ). 
E. Kata Sandang(...ال) 
viii 
 
Kata sandang (... لا ) ditulisdengan al... misalnya حاعنصلا = al-shina‟ah. Al 
ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 
F. Ta’ Marbuthah (ة) 






























Tingkat kepatuhan wajib pajak relative masih rendah sehingga Instansi KPP Pratama 
di harapkan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu  upayanya yaitu 
dengan adanya Pengawasan terhadap kecurangan yang terjadi di lingkungan DJP serta  
menumbuhkan kesadaran wajib pajak dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi 
perpajakan yang lebih di tekankan dengan pengenaan sanksi pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penerapan 
Whistleblowing System, Good Governance, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap 
kepatuhan wajib Pajak. Objek penelitian ini adalah  Wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Pati. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif..Dalam pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 
regresi linier berganda dengan program SPSS. Metode sampel yang digunakan adalah 
Random Sampling. Jumlah responden yang di jadikan sampel yaitu sebanyak 100 sampel 
responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Whistleblowing System dan Variabel 
Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Sedangkan variabel Good Governance dan variabel  Kesadaran wajib pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kata Kunci ; WPOP, Kepatuhan, Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran 











The level of taxpayer compliance is still relatively low so that the KPP Pratama 
Agency is expected to continue to improve taxpayer compliance. One of the efforts is to 
supervise fraud that occurs in the DGT environment and to raise awareness of taxpayers by 
holding tax socialization activities which are more emphasized by the imposition of tax 
sanctions. 
This study aims to test whether there is an effect of the application of the 
Whistleblowing System, Good Governance, taxpayer awareness and tax sanctions on 
taxpayer compliance. The object of this research is individual taxpayers at KPP Pratama Pati. 
This type of research is quantitative research .. In data collection using a 
questionnaire. The regression model used in this study is a multiple linear regression model 
with the SPSS program. The sample method used is random sampling. The number of 
respondents in the sample is 100 samples of individual taxpayers at KPP Pratama Pati. 
The results showed that the Whistleblowing System variable and the Tax Sanctions 
variable had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, 
the variable of Good Governance and the variable of taxpayer awareness had no effect on 
individual taxpayer compliance. 
Keywords ; WPOP, Compliance, Whistleblowing System, Good Governance, Taxpayer 
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1.1 Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan  Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan 
makmur serta menjamin warga Negara untuk memperoleh status hukum yang setara. 
berbagai pembangunan nasional yang membutuhkan pendanaan telah dilakukan dan 
ditingkatkan, terutama yang bersumber dari perpajakan. 
 Berdasarkan Undang - Undang  Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan 
Tata Cara perpajakan yang di maksud dengan  pajak merupakan kontribusi wajib kepada  
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- 
Undang, dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan berguna untuk keperluan 
Negara untuk kemakmuran rakyat. ( pasal 1 ayat (1))
1
.  
Sedangkan pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 
merupakan sumbangan wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi  atau badan wajib kepada 
daerah sesuai dengan Undang-Undang, yang tidak langsung dikompensasikan, tetapi 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.  
Perpajakan merupakan pajak dalam negeri yang paling aman karena bersifat fleksibel 
terhadap pendapatan Negara dan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mengatur 
perekonomian. Di bandingkan dengan pajak nasional bukan pajak (PNBP), perpajakan lebih 
dipengaruhi oleh statusnya. , Termasuk keluarnya kebijakan perpajakan baru. Tujuan utama 
dari kebijakan pemerintah yang baru adalah membantu meningkatkan penerimaan pajak 
Penerimaan pajak sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib Pajak, Kepatuhan 
merupakan suatu  motivasi seseorang, kelompok, maupun organisasi untuk berbuat sesuai 
dengan aturan yang di tetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku yaitu  Undang - Undang 
perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini yaitu wajib 
pajak patuh terhadap adanya peraturan atau Undang -Undang Perpajakan yang di berlakukan. 
Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material.  
Kepatuhan formal merupakan suatu keadaaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 
perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Perpajakan. 
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Sedangkan kepatuhan material merupakan  suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantive telah memenuhi ketentuan material perpajakannya. 
Kepatuhan formal wajib pajak pada 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Berdasarkan data Diektorat Jendral Pajak (DJP). Jumlah wajib pajak (WP) yang 
menyampaikan surat pemberitahuan SPT  sebanyak 13,37 juta. Jumlah tersebut hanya 
mencapai 72,9 % dari total WP yang wajib SPT sebanyakk 18,33 juta. Data ini berada di 
bawah target 80% . Jika di perinci  realisasi kepatuhan formal  wajib pajak  badan hanya 
mencapai 65,28 % . Sementara , kepatuhan WP orang pribadi (OP) karyawan dan non 
karyawan masing - masing sebesar 73,2% dan 75,31%.
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Tabel 1 Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pati 
Tahun WPOP Terdaftar WP Lapor SPT WP Tidak Lapor 
SPT 
2015 118.089 1.179 116.910 
2016 129.228 59.947 69.281 
2017 144.976 56.284 88.692 
2018 160.048 28.946 131.102 
2019 194.982 67.390 127.592 
Sumber : KPP Pratama Pati, Di Kembangkan Dalam Penelitian Ini 
Tabel di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2015 – 2019 di 
KPP Pratama Pati. Pada tahun 2015 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pati sebesar 
118.089 namun yang Lapor SPT hanya 1.179 .Kemudian pada tahun 2016 WP yang lapor 
SPT mengalami kenaikan yaitu sebanyak 59.947, pada tahun 2017 penyampaian SPT 
sebanyak 56.284 dari WPOP yang terdaftar sebanyak 144.976. kemudian pada tahun 2018 
sebanyak  28.946 WP yang lapor SPT dari 160.048 WPOP yang terdaftar dan pada tahun 
2019 WP yang yang lapor SPT sebesar 67.390 dari 194.982 WPOP yang terdaftar. Dari tabel 
data di atas dapat di lihat bahwa kepatuhan wajib pajak oraang pribadi yang ada di KPP 
Pratama Pati masih kurang di karenakan perbandingan antara jumlah WPOP yang terdaftar 
dengan WP yang Lapor SPT masih banyak yang belom menyampaikan SPT Tahunanya. 
                                                          
2




Faktor  faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu  
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, Good Governance, Whitleblowing System 
(Pengawasan), sanksi pajak serta  lingkungan wajib pajak berada. 
Transparansi sangat di perlukan dalam  hal keuangan, seperti halnya didalam sektor 
perpajakan.Salah satu upaya untuk untuk mendorong tingkat transparansi maka perlu 
diadakannya pengawasan yang baik, yaitu dengan penerapan Whistle blowing System yang 
telah di terapkan pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan dikeluarkannya Surat Edaran 
Direktur Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2011 yang berisi kewajiban melaporkan pelanggaran 
dan penanganan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Direktoran Jendral 
Pajak (DJP). DJP telah berkomitmen dalam mendukung segala bentuk upaya dalam menjaga 
integritas dan profesionalisme pegawai dalam bekerja. Sehingga DJP mengajak seluruh wajib 
pajak berpartisipasi dalam pengawasan kinerja pegawai. Tujuan di adanya penerapan 
Whistleblowing System ini yaitu sebagai pengingat bagi seluruh pegawai kementrian 
keuangan agar tatap fokus dalam melaksanakan pekerjaan, teguh menjaga integritas, serta 
bekerja secara optimal untuk mencapai target penerimaan pajak. Laporan pelanggaran dapat 
di akses melalui: Wise.Kemenkeu.go.id, telepon (021) 1500200,Website : 
Pengaduan.Pajak.go.id, Email : Pengduan @pajak.go.id Chat : WWW.Pajak.go.id. 
Reformasi birokrasi perpajakan merupakan reformasi yang komprehensif dengan 
melaksanakan dan  menerapkan Good Governance. Peraturan Pemerintah  Nomor 101 Tahun 
2000, merumuskan  Good Governance, yaitu: “Pemerintahan yang mengembangkan dan 
melaksanakan asas profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan  prima, demokrasi, 
efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh semua orang”. Prinsip prinsip utama 
Good goverannance yaitu : 1. Transparancy merupakan keterbukaan dalam proses 
pengambilan keputusan maupun dalam hal informasi, 2. Accountability (mempertanggung 
jawabkan) merupakan suatu struktur, fungsi, sistem dan tanggung  jawab yang jelas dalam 
sebuah orgaanisasi yang efektif, 3. Responsibility merupakan konsistensi antara manajemen 
organisasi dan prinsip prinsip serta hukum yang berlaku dari orgnisasi yang sehat, 4. 
Independency  merupakan keadaan organisasi yang di kelola secara professional tanpa 
benturan kepentingan, 5. Fairness merupakan perlakuan yang adil untuk mewujudkn hak  hak 
pemangku kepentingan sesuai hukum yng berlaku. 
Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau memahami masalah 
perpajakan. Kesadaran di sini di jelaskan bahwa wajib pajak memeberi kontribusi dana secara 
sukarela dengan membayarkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Penilaian  positif 




masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam  membayar pajak. Oleh karena itu, 
diperlukan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. 
Sanksi merupakan suatu hukuman bagi seseorang yang melanggar praturan . 
sedangkan sanksi di sini di kaitkannya dengan pelaporan SPT dimana sanksi akan di berikan 
kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT secara tepat waktu sesuai dengan jangka 
waktu penyampaian SPT. Sanksi Pajak bertujuan agar penerimaan pajak dapat tercapai 
dengan baik , maka perlu ada proses penegakkan hukum di bidang perpajakan apalagi dalam 
menegakkan self assessment system, karena hal tersebut sesuai dengan isi dari pengertian 
pajak sebagai iuran wajib yang di paksakan sesuai dengan Undang – Undang, penegakkan 
hukum berarti memberikan segala sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang di 
lakukan dalam melaksanakaan perpajakan.  
Dengan adanya penerapan Whistleblwowing System ( Pengawasan) yang baik maka 
akan menciptakan pengelolaan kinerja di lingkungan DJP maupun di lingkungan KPP yang 
sesuai dengan Prinsip prinsip Good Governance di antaranya yaitu terwujudnya transparansi 
yang kemudian akan menjadikan wajib pajak sadar untuk mengetahui, mengerti perihal 
pentingnya membayar pajak secara tepat waktu yang memiliki tujuan untuk  pembangunan 
Negara. Dan kemudian kesadraan tersebut dapat meningkat dengan adanya sanksi pajak yang 
telah di terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kepatuhan wajib pajak 
akan meningkat. 
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan Whistleblowing 
System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak dn sanksi pajak adalah : 
Pada varibael pertaama  Penelitian yang di lakukan oleh Naili (2017) menyatakan 
bahwa penerapan whistle blowingsystem berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Grobogan.
3
 Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Siringoringo (2015) penerapan whistle blowing system di lingkungan DJP 
mempunyai pengaruh positif dan signifikant terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Bekasi 
4
. 
Maka dari itu penerapan Whistleblowing System tetap harus di laksanakan secara konsisten di 
lingkungan DJP . 
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Untuk variabel kedua Penelitian yang di lakukan oleh  Siringoringo (2015) 
menyatakan bahwa pelaksanaan Good Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di Kota Bekasi di karenakan belum di terapkannya Good 
Governance secara maksimal. Sedangkan menurut penelitiaan Sulistyowati, Pahlevi (2018 ) 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan Good Governance dengan 
kepatuhan wajib pajak di kabupaten Sleman
5
. Kemudian  penelitian yang dilakukan oleh 
Gunadi (2013) menyatakan bahwa adanya  pengaruh  positif  terhadap penerapan Good 
Governance dengan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cakung Dua. 
Untuk variabel ketiga Penelitian yang di lakukan oleh Nailil ( 2017) dan Mutia (2016) 
menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikant terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting 
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya, 
sehingga pendapatan Negara yang bersumber dari pajak akan meningkat
6
 Sedangkan 
Penelitian yang di lakukan oleh Sukma (2017) Menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan rendahnya kesadaran hukum 




Untuk variabel ke empat Penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo ( 2015 ) 
menyatakan bahwa resiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi , memperkuat pengaruh 
Good Governance terhadap kepatuhan wajib pajak dan resiko sanksi pajak sebagai variable 
moderasi, juga memperkuat pengaruh Whistle Blowing System. Sedangkan, menurut 
penelitian Sulistyowati, Pahlevi (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara risiko 
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan di lanjut dengan penelitian Luh Putu Gita 
Cahyani (2019) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak , sehingga semakin ketat dan berat  penerapan sanksi yang di berikan 
maka kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya akan meningkat. 
Karena terjadi ketidak konsistenan antara penelitian terdahulu maka saya melakukan 
penelitian ini yang bertujuan untuk mengamati Kepatuhan Wajib Pajak dengan melihat dari 
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beberapa faktor yaitu Penerapan Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran 
Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. 
Dengan adanya latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
Tentang : “ Pengaruh Penerapan  Wishtleblowing System , Good Governance, Kesadaran  
Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ( Studi Kasus 
WPOP di KPP Pratama Pati) 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah : 
1. Apakah penerapan WhistleBlowing System berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang  pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ? 
2. Apakah Good Governance berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang  
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ? 
3. Apakah kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ? 
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang  pribadi 
yang terdaftar  di KPP Pratama Pati ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan WhistleBlowing System 
terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi yang terdaftar di  KPP Pratama Pati. 
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Good Governance terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yng terdaftar di KPP Pratama Pati. 
3. Untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh kesadaran Wajib pajak terhadap 
kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati. 
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib 
pajak orang pibdi yang terdaftar di KPP Pratama Pati. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, di harapkan hasil dari 




1. Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 
mengadakan penelitian lanjutan dan di harapkan penelitian berikutnya mampu 
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. 
2. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai sarana menambah ilmu dan 
pengalaman dengan praktik di lapangan. 
3. Bagi Pembaca 
Sebagai tambahan referensi. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai 
adanya penerapan Whistleblowing System, Good Governance ,Kesadaran wajib pajak, dan 
sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. 
4. Bagi Universitas 
Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa 
atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti dibidang yang sama. Dan dapat 
digunakan sebagai tambahan referensi bagi Mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan pada penelitian ini, disajikan dalam lima bab. Tiap – tiap bab akan disusun 
secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnnya, 
yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan  gambaran mengenai latar belakang  masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk membantu 
memecahkan masalah pnelitian. Pembahasan penelitian meliputi, Penerapan whistleblowing 
System, Good Governance, Kesadaran wajib Pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, 





BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan  tentang Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode 
Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel dan pengkuran, Teknik Analisis Data. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan mengnai hasil – hasil penelitian, seluruh proses dan teknik 
analisis data sampai dengan hasil pembahasan dan pengujian seluruh hipotesis penelitian 
sesuai dengan metode yang telah digunakan. 
 BAB IV PENUTUP 
Bab ini menjelaskan  mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah 
diperoleh dalam  penelitian ini. Selain itu, dijelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk 


















2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Theory Of Planned Behaviour (TPB) 
Theory Of Planned Behaviour merupakan teori yang di kembangkan oleh Azjen pada 
tahun 1988. Teori ini menjelaskan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan 
mempertimbangkan beberapa informasi yang tersedia. Dalam teori ini Azjen menyatakan 
bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat 
yang ada pada diri orang tersebut
8
.Theory Of Planned Behaviour merupakan penyempurna 
dari teori terdahulu yakni Theory Reasend Action (TRA). Theory Reasend Action (TRA) 
menyatakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh 
dua penentu dasar yakni  perilaku yang berhubungan dengan sikap (attitude toward 
behaviour) dan perilaku yang berhubungan dengan norma subjektif (subjective norms) 
namun Ajzen berpendapat bahwa Theory Reasend Action (TRA) belum dapat menjelaskan 
tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Sehingga Ajzen 
menambah satu faktor dalam Theory Of Planned Behaviour berupa kontrol perilaku yang di 
presepsikan. 
Theory Of Planned Behaviour (TPB) menyatakan bahwa tindakan manusia di arahkan 
oleh tiga jenis keyakinan yaitu
9
: 
1. Keyakinan perilaku (behavioural beliefs) adalah suatu keyakinan tentang 
kemungkinan akan terjadi sebuah perilaku dalam TRA dikaitkan dengan sikap 
(attitude). 
2. Keyakinan normatif (normative control), adalah suatu keyakinan mengenai 
harapan – harapan normative yang muncul karena pengaruh orang lain dan 
motivasi untuk menyetujui harapan – harapan tersebut dalam TRA dikaitkan 
dengan norma subjective (subjective norm). 
3. Keyakinan kontrol (control beliefs) adalah suatu kepercayaan mengenai 
keberadaan faktor- faktor yang akan memfasilitasi atau mengahalangi kinerja 
dari perilaku. Faktor tersebut dalam TRA belum ada yang kemudian dalam 
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TPB di kembangkan yang kemudian di sebut dengan kontrol keperilakuan yang 
di presepsikan ( perceived behavioral control). 
2.1.2 Pajak Dalam Islam 
Pajak dalam  istilah  bahasa arab di kenal dengan Al-Usyr atau Al-maks atau disebut 
Adh- Dhariibah yang memiliki arti suatu  pungutan yang di tarik dari rakyat oleh para 
penarik Pajak. Dhariibah  merupakan suatu  kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah 
zakat. Pajak (Dhariibah) dalam  islam  merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan  
ijtihad Uli Amri  yang telaah di sepakati dan di setujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan  persetujuan Ulama. Pajak (Dhariibah) merupakan suatu  kewajiban lain atas harta , 
yang datang  hanya pada saat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal  berdasarkan 
keputusan Ulil Amri .
10
 
Dhariibah merupakan kewajiban umat Islam yang bertujuan untuk membayar 
pengeluaran  umat Islam secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, karena 
tanpa pengeluaran ini akan terjadi bencana yang lebih besar. Objek dharribah adalah 
pendapatan atau harta setelah terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti zakat. Untuk 
menghindari pengenaan  pajak berganda dengan  zakat, maka dalam perhitungannya, zakat 
yang telah dikeluarkan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) 
yang terutang dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi  maupun 
Badan. 
Pajak dalam Islam  diperlakukan secara adil dan selaras berdasarkan semangat nilai-
nilai Islam dan digunakan untuk kebaikan (maslahah) yang lebih besar, Oleh karena itu 
sistem yang adil harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
11
 
a. Jenis Pajak dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan dan 
mewujudkan manfaat maqashid.  
b. Dibandingkan dengan mereka yang menanggung beban pajak, seharusnya beban 
pajak tersebut tidak terlalu memberatkan.  
c. Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak 
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Beberapa istilah – istilah yang hampir sama dengan adh – Dharibah atau pajak 
aantara lain yaitu : 
a. al- jizyah (Upeti yang wajib di bayar oleh ahli kitab untuk pemerintah islam) 
b. al- Kharaj (Pajak tanah dimiliki oleh Negara Islam) 
c. al- „Usyr (Bea Cukai dibayar oleh pedagang non-Muslim yang telah memasuki 
Negara Islam) 
Gusfahmi menyimpulkan tentang beberapa  ketetapan Pajak (Dharibah) menurut 
islam, perbedaan pajak dengan  sistem non- islam adalah : 
12
 
1. Pajak (dharibah) bersifat sementara dan terputus-putus, dan dapat dipungut bila 
Baitul Mal tidak memiliki harta atau kekurangan harta. Namun, jika pusat 
perbelanjaan baitul diisi ulang, pajak tersebut dapat dihapuskan.  
2. Pajak (dharibah) Ini adalah kewajiban umat Islam untuk menghimpun dana untuk 
penggalangan dana, sebatas dana yang harus digunakan untuk penggalangan dana, 
tidak lebih. 
3. Pajak (dharibah) yang dikumpulkan berasal dari  muslim tidak boleh datang dari 
non muslim. Karena pajak (dharibah) dikumpulkan bertujuan untuk membayar 
kewajiban umat Islam, bukan kewajiban non muslim.  
4. Pajak (dharibah), hanya diberlakukan bagi muslim kaya, bukan orang lain. Orang 
kaya yaitu  mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya 
untuk dirinya maupun keluarganya.  
5. Pajak (dharibah), berdasarkan jumlah dana yang terkumpul, bukan lebih. 
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Dalam Al- Quran ( Bahasa Arab )  kata “pajak” terdapat pada Q.S Al- Taubah (9) : 29 
 
 
Artinya :Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan di hari 
berikutnya, mereka yang tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya 
dan mereka yang tidak percaya pada agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-
orang) yang telah diberi Kitab, sampai mereka dengan taat membayar jizyah (pajak) 
selama mereka dalam keadaan patuh.
13
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa jizyah atau pajak perlindungan hanya dikenakan 
kepada non  muslim yang mampu dan mendapat perlindungan di negara muslim. Sedangkan 
bagi non muslim yang tidak mampu tidak dibebani bahkan dibebaskan. Beban tersebut 
disesuaikan dengan kondisi keuangan dan status sosial mereka. 
Agama Islam  mewajibkan ummatnya untuk menggunakan  harta dan jiwa yang 
dimiliki dalam  hal kebaikan. Allah Berfirman dalam Q.s At- Taubah ayat  41 yang berbunyi :  
 
Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam  keadaan merasa ringan  maupun berat, 
dan berjihadlah  kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian  itu 
adalah lebih baik bagimu, jika  kamu  mengetahui.
14
 
Ayat di atas menjalaskan bahwa kewajiban umat muslim dalam menggunakan harta 
secara baik dan benar . Kaum muslimin atau pemerintah memeliki kewenangan dalam 
menentukan bagian untuk setiap orang yang bisa mempergunakan hartanya dengan kebaikan. 
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Memungut pajak memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan umat, sehingga para ahli 
memperbolehkan memungut pajak ( selama tidak merugikan masyarakat). 
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2.1.3  Whistleblowing System 
Whistleblowing System merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan 
(pengawasan) yang berguna untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam suatu 
perusahaan. Orang yang melaporkan pelanggaran disebut (Whistleblower). Whistleblower 
adalah  karyawan / komunitas yang melaporkan suatu kejadian penipuan yang terjadi di 
lingkungan perusahaan atau pemerintahan, laporan tersebut dapat disampaikan langsung oleh 
pihak internal maupun eksternal yang mengetahui terjadinya kecurangan.
16
 
Berdasarkan Perdirjen Nomor PER-22 /PJ/ 2011, Whistleblowing System pada Direktorat 
Jenderal Pajak merupakan sistem pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pengaduan antara lain: pelayanan yang kurang 
memadai, fasilitas kantor yang terbatas, kode etik dan disiplin bagi PNS, serta tindak pidana 
perpajakan. Tujuan penerapan Whistleblowing System adalah agar setiap pegawai pajak 
menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, bekerja sekeras mungkin dengan 
semangat yang tinggi, dan melaporkan pelanggaran terhadap sesama pejabat pajak lainnya.
17
 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  menerangkan bahwa sistem hukum 
Penerapan whislteblowing System harus terdiri dari beberapa unsur, yaitu:  
1. Whistleblower, merupakan bagian utama dalam penerapan whistleblowing system, 
karena di sinilah titik awal terbukanya pelanggaran yang terjadi . 
2. Metode pengaduan, merupakan tempat pelaporan pelanggaran hukum yang 
disediakan secara komprehensif untuk memudahkan akses secara efektif, serta harus 
memiliki keamanan yang tinggi agar informasi pelapor dapat terlindungi. Dalam hal ini 
DJP menerapkan Whistleblowing System dan kring pajak 500.200.  
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3. Untuk menangani pengaduan, KITSDA akan bekerja sama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) bertujuan untuk  memproses dan membuktkan  pengaduan yang di 
terima. 
4. Jaminan Perlindungan, karena ketika perlindungan tidak mencukupi, pelapor yang 
memiliki informasi akan sulit mengungkapkannya, sehingga mengancam kenyamanan 
bahkan nyawa mereka, karena dalam beberapa kasus, pelapor pernah mengalami 
kesengsaraan, nasib.. 
Allah Berfirman dalam Q.S Al- maidah ayat 117 yang  menjelasakan  mengenai 
pengawasan (Whistleblowing System): 
 
Artinya : Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang Engkau 
perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku 
adalah  saksi melawan mereka, selama aku ada di antara mereka. Maka setelah 
Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang 
Maha Menyaksikan atas segala sesuatu (Q.S A- Maidah :117).
18
 
2.1.4. Good Governance 
Good Governance merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan baik, dengan praktik 
– praktik yang sehat agar terlaksanannya suatu prinsip – prinsip transparency, accountability, 
reponbility, independence, dan fairness untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. 
Sedangkan menurut Bank Dunia, governance refers to the formation and stewardship of 
the formal and informal rules that regulate the public realm, the area in which state as well 
as economic and societal actor interact to make decisions. Dari pengertian ini , Syakhroza 
(2005), menjelaskan “Governance dari sudut pandang organisasi sebagai “open system”.  
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Oleh karena itu, individu atau kelompok yang terkait dengan suatu kegiatan harus 
memelihara hubungan mereka melalui kepatuhan terhadap aturan sistem atau lingkungan di 
mana lembaga bersangkutan berada.
19
 
Secara Umum terdapat lima prinsip utama good governance menurut OECD 
(Organization For Economic Coorperation and Development):
20
 
1. Transparansi (Transparancy) merupakan keterbukaan dalam proses pengambilan 
keputusan serta dalam hal informasi. 
2. Akuntabilitas (Accountbility) merupakan suatu fungsi, struktur, sistem dan tanggung 
jawab yng jells dalam sebuah organisasi yang efektif. 
3. Tanggung jawab (Responsibility) merupakan konsistensi antara manajmen organisasi 
dan prinsip  prinsip serta hukum yang berlaku dari organisasi yang sehat. 
4. Kemandirian (Independency) merupakan suatu keadaan organisasi yang dikelola 
secara professional tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak 
manpun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang  Undangan yang berlaku serta 
prinsip prinsip organisasi yang sehat. 
5. Keadilan ( Fairness) merupakan perlakuan yang adil dan pusat untuk mewujudkan 
hak  hak pemangku kepentingan yang di hasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Good Governance dalam pandangan Islam di jelaskan dalm Q.S Al – Hajj ayat 41 , yaitu  
 
Artinya : (Yaitu ) orang – orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka 
di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh 
berbuat ma‟ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah – lah 
kembali segala urusan. 
Ayat di atas menjelaskan Good Governance dalam pandangan  islam , dimana 
pembangunan di kelola berdasarkan : 1.Menciptakan suasana kondusif untuk 
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Selain ayat di atas Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah Ayat 282 : 
يَب أَيَُّهب انَِّريَه آَمنُىا إَِذا تََدايَْنتُْم ثَِدْيٍه إِنَٰى أََجٍم ُمَسّمًّى فَبْكتُجُىهُ ۚ 
ُ ۚ فَْهيَْكتُْت  َونيَْكتُْت ثَْينَُكْم َكبتٌِت ثِبْنَعْدِل ۚ َوََل يَأَْة َكبتٌِت أَْن يَْكتَُت َكَمب َعهََّموُ َّللاَّ
َ َزثَّوُ َوََل يَْجَخْس ِمْنوُ َشْيئًّب ۚ  َوْنيُْمهِِم انَِّري َعهَْيِو اْنَحقُّ َوْنيَتَِّق َّللاَّ  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Good Governance memiliki prinsip Accountability 
atau pertanggungjawaban yang selalu berkaitan dengan konsep amanah,selain itu terdapat 
prinsip Fairness yang merupakan suatu perlakuan adil. 
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2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui dan 
mengerti.Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti dan 
mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.Kesadaran Wajib Pajak juga dapat di artikan 
sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan 
pembayaran pajak.
23
Wajib pajak memiliki iktikad untuk memenuhi kewajiban membayar 
pajak secara sukarela. 
Kesadaran wajib pajak (Tax Consciouness) , adalah wajib pajak memberi kontribusi 
dana secara sukarela dengan  membayarkan  kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan 
sesuai dengan jumlahnya. Terpenuhinya kewajiban perpajakan yang tepat  akan berpengaruh 
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terhadap kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memenehui kewajiban 
perpajakannya secara sadar dan patuh terhadap perpajakan.
24
 
Wajib pajak di katakan memiliki kesadaran apabila :
25
 
a. Wajib pajak mengetahui Undang – Undang tentang perpajakan dan mengetahui fungsi 
serta manfaat pajak bagi Negara. 
b. Memahami bahwa kewajiban sebagai seorang wajib pajak harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
c. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela. 
d.Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. 
Allah Berfirman dalam Q.S Al- Maidah Ayat 1 yang berbunyi : 
 
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan 
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 
Ayat di atas menerangkan  agar umat manusia menunaikan kewajiban atas harta yang 
di miliki. Dan Allah berjanji akan pahala yang besar bagi orang yang menginfaqkan hartanya. 
Maka dari itu masyarakat wajib untuk sadar  dalam  membayar pajak. Pajak yang di bayarkan 
bermanfaat bagi kemaslahatan  umat. 
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2.1.6 Sanksi Pajak 
Sanksi merupakan suatu hukuman yang di berikan oleh orang yang melanggar 
peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan suatu  pedoman bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu yang akan di lakukan. Sanksi di perlukan agar seseorang tidak melanggar 
suatu aturan atau Undang – Undang. 
Berdasarkan UU No. 16 Tahun  2009 berkaitan dengan sanksi pajak di kenakan 
apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai 
dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan SPT, dimana jangka 
waktu  tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang 
Ketentuan Umum perpajakan No.16 Tahun 2009 yang berbunyi : 
1.Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lambat 20 hari setelah  akhir masa pajak. 
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi , 
paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 
perpajakan yang berlaku. Dalam  Undang – Undang perpajakan ada dua macam jenis 
sanksi yaitu : Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana. 




a. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan 
sangat berat. 
b. Sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perpajakan sangat ringan.  
c. Penerapan sanksi yang cukup berat sangat bermanfaat untuk mendidik wajib pajak. 
d. Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada pelanggar dan tidak dapat ditoleransi. 
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Allah Berfirman dalam Q. S Al- Ashr ayat 3 : 
 
Artinya : kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 
saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. 
Berdasarkan Ayat di atas menerangkan bahwa kita di anjurkan untuk saling 
menasehati. Dalam perpajakan berkaitan  dengan penyampaian surat teguran kepada wajib 
pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tertuang dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 
2009 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak merupakan orang perseorangan atau badan yang 
mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perpajakan.
27
 
Kepatuhan Perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak patuh dan memiliki 
kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan perpajakan, 
yaitu: Kepatuhan administratif atau kepatuhan normal yaitu kepatuhan terkait dengan 
ketentuan dan prosedur perpajakan secara umum. Kepatuhan teknis atau kesesuaian material 




Beberapa indikator yang di gunakan untuk mengukur wajib pajak di antaranya yaitu 
29
: 
a. Benar dalam perhitungan pajak terhutang 
b. Benar dalam pengisian SPT 
c. Tepat waktu dalam melaporkan SPT 
d. Melakukan kewajiban dengan secara sukarela sesuai dengan aturan 
perpajakan. 
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Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. 
Kesungguhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya tercermin dari pemahaman 
Wajib Pajak tentang fungsi dan kesungguhanWajib Pajak dalam melaporkan dan membayar 
pajaknya. 
Allah berfirman dalam Q.S An- Nur Ayat 54 :  
 
Artinya : Katakan, "Taatilah Allah dan taati Nabi; jika kamu berpaling, maka 
sebenarnya kewajiban Nabi (Muhammad) hanya apa yang dibebankan padanya, dan 
kewajibanmu hanya apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu mematuhinya, 
niscaya kamu  akan mendapat petunjuk, dengan menyampaikan (amanat Allah) 
dengan jelas." 
        Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat manusia kaum muslim 
untuk taat kepadaNya dan Rasullullah. Rasulullah mengajarkan kepada semua umat untuk 
taat dan mematuhi perintah Allah . Umat muslim berkewajiban mematuhi semua  aturan dan 
kebaikan yang akan kembali kepada dirinya.  
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupkan penelusuran karya-karya sebelumnya terkait penelitian 
yang dilakukan untuk menghindari duplikasi atau plagiasi dan menjamin keaslian penelitian 
yang dilakukan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Whereson Siringoringo (2015) yang 
melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Governance dan Whistleblowing System 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan risiko sanksi perpajakan sebagai 
variabel moderasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Good Governance tidak 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan 
Whistle Blowing System berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib 
pajak. Risiko sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, memperkuat pengaruh good 








Pada Tahun (2017) Syska Lady Sulistyowati dan Reza Widhar Pahlevi  melakukan 
penelitian yang berjudul Pengaruh Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Risiko SAnksi Pajak sebagai moderasi , yang menyimpulkan 
bahwa Penerapan Good Governance dan WhistleBlowing Sytem berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak, namun berpengaruh negatif antara penerapan Good Governance 
terhadap kepatuhan wajib pajak jika di moderasi oleh variabel risiko sanksi pajak,sedangkan 
penerapan Whistleblowing Sytem  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pakjak jika 
di moderasi oleg variabel resiko sanksi pajak. 
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Penelitian yang di lakukan oleh Indar Khaerunnisa dan Adi Wiratno (2014), yaitu tentang 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Moralitas Pajak 
Budaya Pajak dan Good Governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian 
ini adalah semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono, Yeni 
Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum ( 2019 ) tentang 
Kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan 
pengetahuan Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang di lakukan 
menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara bersama – sama 
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan,. Namun secara parsial hanya variabel tingkat 
pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
33
 
Penelitian lain dari I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati (2016), yang bertujuan untuk 
mengetahui kesadaran wajib pajak, sosialissi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan 
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sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Denpasar. Hasil penelitian yang 
telah di lakukan  menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, 
akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan 
wajib pajak di SAMSAT Denpasar.
34
   
Penelitian yang di lakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)  yaitu 
tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa tariff pajak, 
pemahaman Perpajakan dan Sanksi pajak Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM baik secara stimultan maupun pasial. 
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Tabel 2 Penelitian Terdahulu 
No. Nama 
Peneliti 





1.  Whereson 













Moderating ( Studi 
Empiris Terhadap 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi  di Kota 











Penerapan Good Governance 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, 
penerapan Whistleblowing 
System berpengaruh positif 
terhadap peningkatan 
kepatuhan wajib pajak, risiko 
sanksi perpajakan sebagai 
variabel moderasi, 
memperkuat pengaruh Good 
Governance terhadap 
Kepatuhan wajib pajak, risiko 
sanksi perpajakan sebagai 
variabel modifikasi, juga 
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terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
2.  Syska Lady 
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Kepatuhan Wajib 











Terdapat pengaruh antara 
penerapan Good Governance 
terhadap kepatuhan wajib pajak, 
penerapan Whistleblowing 
System berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak, 
dan risiko sanksi perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
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Pajak, Budaya Pajak, Good 
Governance Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. 

























Kesadaran Wajib pajak dan 
Pengetahuan pajak secara 
bersama – sama  beepengaruh 
secara significant  terhadap 
kepatuhan wajib pajak Restoran 
di Kabupaten Banyuwangi. 
Namun apabila di lihat secara 
parsial hanya variabel  
pengetahuan wajib pajak yang 
berpengaruh secara significant 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
5.  I Made 
Wahyu 
caahyadi dan 























Kesadaran  wajib pajak, 
sosialisasi perpajakan, 
akuntabilitas pelayanan public 
dan sanksi perpajakn 
berpengaruh positif pada 
kepatuhan wajib pajak PKB di 























Tarif Pajak, pemahaman 
Perpajakan, dan sanksi 
perpajakan  berpengaruh positif 
terhadap kepatuhn wajib pajak 
UMKM baik secara simultan 
maupun parsial. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan penjelasan – penjelasan yang di tulis sebelumnya, dan permasalahan 
yang akan di teliti, maka kerangka pikir dalam penelitian ini akan di gambar sebagai berikut : 











2.4 Pengembangan Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang pada saat diungkapkan belum di 
ketahui kebenarannya dan masih harus di buktikan kebenaranya secara empiris.
36
 
Sedangkan pengembangan hepotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah . 
2.4.1 Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Whistleblowing System adalah suatu alat yang di gunakan untuk mencegah kebocoran 
– kebocoran  pajak yang di lakukan oleh fiskus untuk mencegah dan melakukan deteksi dini 
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Good Governance (X2) 
Kesadaran Wajib pajak 
(X3) 




atas pelanggaran yang ada di lingkungan DJP ( Direktorat Jendral Pajak ). 
37
Dengan cara 
melakukan peningkatan peran pegawai dan masyarakat secara aktif sebagai pelapor 
pelanggaran (Whistleblower). Pada tanggal 19 Agustus 2011, DJP membuat Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22 / PJ / 2011 tentang kewajiban melaporkan 
pelanggaran dan penanganan pelaporan pelnggaan (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak. 
Dalam penelitian yang di lakukan oleh Whereson Siringoringo (2015) menyatakan 
hasil bahwa  penerapan Whistleblowing Sytem di lingkungan DJP berpengaruh positif dan 
signifikant terhadap kepatuhan wajib pajak  di Kota Bekasi. Hal ini mneyatakan bahwa 
dengan adanya penerapan  Whistleblowing System di lingkungan DJP menunjukkan bahwa 
DJP lebih serius dalam menghadapi dan memberantas korupsi serta penyelewengan yang 
dilakukan, sehingga di harapkan adanya Whistleblowing System dapat mengemblikan 
kepercayaan masyarakat sehingga akan menciptakan dan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Semakin baik dan benar penerapan Whistleblowing System  di Lingkungan Direktorat 
Jendral Pajak  menjadikan wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar Pajak. 
Dari Kesimpulan atas dapat di tarik hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Penerapan WhistleBlowing System berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
2.5.2 Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Good Governance adalah suatu tata kelola organisasi yang baik dengan menerapkan 
prinsip – prinsip keterbukaan , keadilan dan dapat di pertanggungjawabkan.
38
 DJP 
menerapkan Good Governance yang dapat di lihat dalam konteks mekanisme internal 
maupun ekternal. Mekanisme internal lebih fokus terhadap bagaimana pimpinan DJP dalam 
mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip – prinsip keterbukaan, keadilan, dan 
dapat di pertanggung jawabkan, sedangkan dalam mekanisme ekternal DJP menekankan 
tentang bagaimana interaksi DJP dengan pihak eksternal berjalan dengan baik tanpa 
mengabaikan pencapaian tujuan Organisasi.  
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 Menurut penelitiaan Sulistyowati, Pahlevi (2018 ) menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh positif antara penerapan Good Governance dengan kepatuhan wajib pajak di 
kabupaten Sleman.Dalam pelaksanaan transparansi upaya nyata yang di lakukan yaitu dengan 
melalui gerakan reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan maupun administrasi perpajakan 
dengan melalui penerapan serta pelaksanaan Good Governance . Semakin  baik  penerapan 
Good Governance,  yang meliputi prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi 
dan pelayanan yang prima di lingkungan DJP akan semakin tinggii tingkat kepatuhan wajib 
pajak . 
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di tarik hipotesis sebagi berikut : 
H2 :  Good Governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
2.5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Kesadaran Wajib pajak adalah suatu perilaku wajib pajak berupa pandangan atau 
perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, penalaran serta kecenderungan untuk 
bertindak sesuai stimulasi oleh system dan ketentuan perpajakan . 
39
Maka dari itu kesadaran 
wajib pajak mengenai perpajakan sangat di perlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak.  
Penelitian yang di lakukan oleh Nailil ( 2017 )  kesadaran wajib pajak berpengaruh 
positif dan signifikant terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kab. Grobogan. 
Pandangan positif wajib pajak dengan adanya pelaksanaan fungsi  Negara oleh pemerintah 
akan mendorong masyarakat dalam  mematuhi kewajiban  membayar pajak. Maka dari itu 
jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat , 
sehingga masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang pajak agar mengerti akan tujuan, 
fungsi dan manfaat pajak. Sehingga akan timbul rasa sadar dari diri masyarakat untuk 
menjalankan kewajiban perpajakannya.   
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di tarik hipotesis sebagai berikut : 
H3 :  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
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2.5.4 Pengaruh Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sanksi  pajak adalah  suatu  ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan 
yang di jadikan jaminan agar di taati dan di patuhi oleh wajib pajak, atau bisa di katakan  
sanksi pajak memiliki tujuan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan 
40
 
Sanksi pajak memiliki tujuan agar tercapainya penerimaan pajak secara  baik 
,sehingga di butuhkan  penegakkan hukum yang tegas di bidang perpajakan  dalam 
menegakkan  self assessment system,  di karenakan sesuai dengan isi dari pengertian pajak 
sebagai iuran wajib yang di paksakan sesuai dengan Undang – Undang, penegakkan hukum 
berrati pemberian sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang di lakukan dalam 
melaksanakaan perpajakan.  
Penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo ( 2015 ) menyatakan bahwa resiko 
sanksi pajak sebagai variabel moderasi , memperkuat pengaruh Good Governance terhadap 
kepatuhan wajib pajak dan resiko sanksi pajak sebagai variable moderasi, juga memperkuat 
pengaruh Whistle Blowing System. Kemudian di dukung dengan Penelitian lain  yang di 
lakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)  menyatakan bahwa sanksi 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin berat dan ketat sanksi 
pajak yang di terapkan di DJP  maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak 
di berlakukan untuk memberi motivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. 
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di tarik hipotesis sebagi berikut : 
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3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 
metode penelitian berdasarkan pada filosofi positivis, yang bertujuan untuk menguji suatu 
populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, 




Pada  penelitian  jenis  ini  menghasilkan penemuan yang dapat di peroleh dengan  
menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran. Pendekatan  
kuantitatif  lebih fokus pada suatu kejadian yang mempunyai karakteristik tertentu didalam 
kehidupan  manusia yang disebut dengan variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hubungan 
dari beberapa variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif..
42
 
3.2 Sumber Penelitian 
a. Data primer 
 Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab 
masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif 
maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun 
observasi.
43
Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari wajib pajak yang terdaftar 
di KPP Pratama Pati. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder berbeda dengan data primer, data primer didapat  langsung oleh 
peneliti sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel – 
variabel yang telah di kumpulkan dan di himpun sebelumnya oleh pihak lain atau pihak 
ketiga.Data sekunder di klasifikasikan menjaadi dua yaitu Internal Data dan eksternal data. 
Data ini didapatkan dari berbagai situs laman website terkait ataupun buku maupun jurnal. 
Peneliti menggunakan data sekunder ini dengan mengambil  data yang bersumber  dari KPP 
Pratama Pati dan literatur- literatur yang berkaitan dengan wajib pajak. 
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3.3 Populasi dan Sampel 
 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari 
dan kemudian di tarik kesimpulannya yang menjadi sasaran peneliti
44
. Populasi dapat berupa 
manusia, hewan, tumbuh – tumbuhan, udara, gejala, nilai  maupun peristiwa .penelitian ini 
menggunakan populasi penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di dalam 
KPP Pratama Pati. 
Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah  populasi. Ketika populasi besar, 
tidak memungkinkan peneliti untuk  mempelajari semua yang ada pada populasi, dikarenakan 
keterbatasantenaga, dana , dan waktu, Sehingga peneliti menggunakan sampel yang di ambil 
dari populasi tersebut .
45
 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Probability sampling yaitu 
penarikan sampel yang berdasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk di jadikan sampel .sehingga, dalam rancangan ini 
tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang satu dengan yang lainnya, karena semua 
memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.
46
Dalam penelitian ini menggunakan 
teknik sampling  yaitu simple random sampling. Teknik ini merupakan cara pengambilan 
sampel dari populasi yang dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
dalam populasi itu. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 368.944 Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Pati pada tahun 2020 . Untuk  menentukan  jumlah sampel  pada 
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n = 99,97 
n = 100 
Dari Perhitungan menggunakan rumus di atas dari keseluruhan jumlah wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Hasil dari perhitungan menunjukkan  
bahwa jumlah sampel yang dapat di gunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara dan teknik ilmiah yang di lakukan 




 Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kuesioner atau Angket 
      Angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 





Dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data 
dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya ,hasil observasi atau wawancara dan 
sebagainya. Data yang di peroleh dari dokumentasi kebanyakan berupa data sekunder 
dan data tersebut telah memiliki arti untuk di interpretasikan.
49
 
3.5 Variabel Penelitian 
 Pada penelitian ini, variabel yang di gunakan yaitu variabel Independen atau variabel 
bebas dan variabel dependen atau Varibel terikat 
3.5.1 Variabel Independen ( Variabel Bebas) 
        Variabel Independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi , 
menjelaskan, dan menerangkan variabel yang lain. Variabel ini menyebabkan perubahan pada 
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variabel terikat.Variabel independen pada penelitian ini yaitu Whistleblowing System, Good 
Governance, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. 
3.5.2 Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) 
         Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau di 
terangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat memepengaruhi variabel yang lain.Varibel 
Dependen pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. 
Dari  Pengertian Variabel independen dan Dependen di atas  di dukung oleh pernyataan 
Tuckman , yaitu : Theidependent variable, which is a stimulus variabel o input, operates 
either within a person or within his environment to affect his behavior. It is that factor which 
measured, manipulated, or selected by experimenter to determine its relationship to an 
observed phenomen. Sedangkan Freankle san Wallen  menjelaskan konse variabel bebas 
dalam bentuk contoh bahwa variable bebas (independent variabel) adalah : treatment o 
manipulted variabel referred to revioisly : those variables the investigator chooses to study  
(and often manipulate) in order to asses their possible effect(s) on one or more other variabel 
. Dari segi letaknya dalam kerangka berpikir konseptual penelitian , variabel bebas lebih 
dahulu, dan dapat mempengaruhi atau menerangkan variabel terikat, bukan sebaliknya.
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3.6  Teknik Analisis Data 
3.6.1 Analisis Deskriptif 
            Analisis Deskritif  adalah analisis menggunakan statistik Deskriptif yaitu Statistik 
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi. 
51
 Dalam penelitian  ini  analisis deskriptif di gunakan 
untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh Penerapan Whistleblowing 
System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak Dan Saksi Pajak  terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. 
3.6.2 Uji Instrumen Penelitian 
            Uji Instrumen penelitian merupakan proses menganalisis data dengan cara 
mensistematiskan apa yang sedang di teliti dan mengatur hasil wawancara yang di lakukan 
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dan di pahami agar bisa menyajikan apa yang di dapatkan dari orang lain. Analisis data 
memiliki tujuan  untuk  mencari makna di balik data, melalui subyek  pelakunya. Analisis 
data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Uji Validasi 
Uji Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkkan kevalidan suatu 
instrument penelitian.Pengujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrument 
dalam menjalankan fungsi. Instrument di katakan valid jika instrument tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang akan di ukur. Uji kevalidan suatu data  dapat  
dilakukan dengan cara  uji validitas terhadap butir – butir kuesioner.
52
 
b. Uji Reliabilitas 
Reabilitas adalah suatu  nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur 
di dalam mengukur kejadian yang sama. Pada alat pengukur permasalahan bisnis yang 
mencakup fenomena sosial seperti sikap ,opini, dan persepsi, pengukuran konsisten agak 
sulit dapat dicapai.  
Gejala sosial berbeda dengan gejala fisik, oleh karena itu dalam mengukur gejala 
sosial selalu diperhatikan unsur kesalahan pengukuran. Dalam penelitian sosial, 
kesalahan yang terjadi pada pengukuran ini cukup besar, sehingga untuk mengetahui 
hasil pengukuran yang sebenarnya perlu diperhatikan kesalahan dalam pengukuran ini. 




3.7 Uji Asumsi Klasik : 
Dalam uji asumsi klasik ini pengujian yang harus di lakukan yaitu : 
3.7.1  Uji Normalitas 
Uji normalitas data merupakan suatu uji yang berguna untuk mengukur apakah 
data yang di dapatkan memiliki distribusi normal atau tidak normal , sehingga 
pemilihan statistic dapat dilakukan dengan tepat. 
54
 




  Husein Umar, Riset Bisnis Di Lengkapi Contoh Proposal Hasil Riset Bidang Manajemn dan 
Akuntansi, Jakarta: Grmedia,2003, hal.114. 
54
 Slamet Riyanto,Aglis Andhita Hatmawan, Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang 




3.7.2 Uji Multikolonieritas 
Pengujian terhadap multikolinirietas berguna untuk mengetahui antar variabel 
bebas it saling berkorelasi.Jika hal ini terjadi maka sangat sulit untuk enentukan 
variabelbebas mana yang berpengaruh terhadap variabel terikat.Di antara variabel 
independen terdapat korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan 
regresi tidak akurat di gunakan dalam persamaan. 
3.7.3 Uji Heterokedastisitas 
Uji ini terjadi pada model - model penelitian yang menggunakan data cross 
section daripada time series.Namun bukan berarrti model – model yang menggunkana 
data time series bebas dari uji heterokedastisitas. 
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis linier berganda merupakan hubungan linier antara dua atau lebih 
variabel bebas (X1, X2, ... Xn) dan variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui 
arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-
masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk 
memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami 
peningkatan atau penurunan. 
55
 
Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 
statistik yang di dukung oleh uji ekonomerika sebagai berikut : 
3.8.1 Uji Signifikansi Parsial ( T- test) 
Uji-T yaitu salah satu metode uji parametrik. Ini adalah instrumen statistik yang 
digunakan untuk memeriksa seberapa sering hasil pengamatan dapat terjadi di 
karenakan kebetulan. Uji parametrik membuat asumsi tentang populasi dari data yang 
diperoleh dari sampel. Statistic parametric di gunakan untuk membandingkan 
meanatau nilai rata – rata sampel yang diamati dengan nilai rata- rata yang diharapkan 
secara normal dari distibusi nilai rata – rata. 
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3.8.2 Uji Signifikansi Simultan ( F- test) 
Untuk menguji pengaruh bersama antara penerapan Whistleblowing System (X1), 
Good Governance (X2), kesadaran wajib pajak (X3), sanksi perpajakan (X4) 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 
- Apabila Fhitung  lebih keil dari F tabel maka keputusannya menerima hipotesis 
nol (H0) , artiya masing masing variable X1, X2, X3, dan X4 tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). 
- Apabila F hitung lebih besar dari Ftabel maka keutusanya menolak (H0) , dan 
menerima hipotesis alternatif (Ha)  artinya secara bersama – sama variable X1, 
X2, X3, dan X4  berpengaruh significant terhadap variabel (Y). 
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen 
(Penerapan Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak, 
Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). 
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3.9 Definisi Operasional 
Berikut ini merupakan ringkasan definisi operasional dari variabel dan indikator 
penelitian yang akan digunakan untuk menyusun kuesioner. 
Tabel 3 Definisi Operasional 
No. Definisi Variabel Indikator Skala  














1. Benar dalam 
perhitungan pajak 
terutang 
2. Benar dalam pengisian 
SPT 
3. Tepat waktu dalam 
melaporkan SPT 
4. Melakukan kewajiban 
dengan cara sukarela 






















dini atas pelnggaran 
yang mungkin 




Indikatornya terdiri : 
1. Membangun budaya 
amanah dan 
keterbukaan. 
2. Metode dan saluran 
yang di gunakan. 
3. Pengaduan dengan atau 
tanpa identitas 
4. Ketidakwajaran atau 
penyimpangan yang 
dapat di laporkan  




















Whistleblower .  
3.  Dwiyantto dalam 




yang baik. Yang 
memiliki hubungan 
sinergis dan 
konstruktif di antar 
Negara, swasta , 












pihak atau innstansi 







1. Pelayanan yang 
Akuntabel ( 
Accountability) 
2. Pelayanan yang efektif 
dan Efisiensi 
(indepedency) 
3. Pelayanan yang 
Partisipatif 
(Responsibility) 
4. Pelayanan yang Non 
Partisan atau keadilan 
(Fairness) Merata. 

























2. Kesadaran bahwa 
penundaan pajak dan 
pengurangan beban 
pajak sangat merugikan 
Negara. 
3. Kesadaran bahwa pajak 
di tetapkan dengan 
Undang – Undang dan 
dapat di paksakan. 
4. Kesadaran Lahir dari 






5. Pahlevi (2018), 
suatu sanksi yang 
akan di terima oleh 






namun sanksi tidak 
akan di berikan 







Sanksi Pajak  
1. Wajib pajak 
mengetahui   tujuan 
adanya sanksi pajak. 
2. Adanya sanksi sebagai 
sarana pendidikan 
3.  Sanksi pajak harus 
dikenakan pada wajib 
pajak yang melanggar 
tanpa toleransi. 
4. sanksi di terapkan 
sesuai dengan 
ketentuan dan peratuan 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1  Gambaran Umum KPP Pratama Pati 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan integerasi dari tiga kantor operasional 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kantor Pelayanan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 
(KARIKPA). Dengan adanya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua 
kewajibannya dalam satu kantor. Pembentukan KPP tidak dimaksudkan semata hanya untuk 
meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, melainkan pembentukan KPP 
lebih diarahkan kepada pelunasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi Wajib 
Pajak Orang Pribadi dan Badan serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.  
KPP Pratama menerapkan system administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-
karakteristik sebagai berikut: organisasi yang berdasarkan fungsi, system informasi, sumber 
daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Di sisi lain, 
sumber daya manusia dalam kantor telah menerapkan kode etik yang ketat diimbangi dengan 
pemberian remunerisasi yang lebih baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan dikantor 
telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan 
melaksanakan kode etik pegawai. KPP Pratama Pati terdapat petugas Account Representative 
(AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak secara intensif. 
Dengan adanya peran AR tersebut diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan 
secara berkesinambungan.  
KPP Pratama Pati lahir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 
279/KMK/1/1989 dari Kantor Dinas Luar (KDL) Tk.I Pati yang berada dibawah KPP 
Pratama Kudus, serah terima dilakukan pada tanggal 26 September 1989 kemudian 
peresmian kantor baru dilakukan padatanggal 16 Oktober 1989.  
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 141/PJ/2007 tanggal 3 
Oktober 2007, ditetapkan saat mulai beroperasi KPP Pratama Pati pada tanggal 6 November 
2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tepatnya berada di Jalan Panglima Sudirman 
No.64 Pati, Wilayah kerja KPP Pratama Pati meliputi 2 wilayah kabupaten yaitu pemerintah 




4.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Pati 
a. Tugas Pokok KPP Pratama Pati  
KPP Pratama Pati memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan dan 
pelayanan pajak negara serta pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak negara yang dimaksud 
adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai 
Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  
b.  Fungsi KPP Pratama Pati 
KPP Pratama Pati memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam 
pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar 
wajib pajak mengerti tentang perpajakan. Dalam melakukan tugasnya KPP Pratama Pati 
menyelenggarakan fungsi yaitu :  
a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 
penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian 
objek Pajak Bumi dan Bangunan.  
b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.  
c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan 
Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.  
d)  Penyuluhan pajak.  
e) Pelaksanaaan registrasi wajib pajak.  
f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.  
g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.  
h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.  
i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.  
j) Pelaksanaan intensifikasi.  




l )Pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
m) Pelaksanaan administrasi Kantor 
4.1.3  Visi dan Misi KPP Pratama Pati  
a.  Visi KPP Pratama Pati  
Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin 
Kedaulatan dan Kemandirian Negara  
b.  Misi KPP Pratama Pati  
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :  
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi 
dan penegakan hukum yang adil  
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban 
perpajakan  
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional  
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja 
4.1.4 Kode Etik KPP Pratama Pati  
1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.  
2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.  
3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung.  
4. Menyalahgunakan fasilitas kantor.  
5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak 
langsung, dari WP, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang 
menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau 
pekerjaannya.  
6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan.  
7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, 




8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan 
dapat merusak citra serta martabat DJP.  
4.2 Pengujian dan Hasil Analisi Data 
4.2.1   Deskripsi Objek Penelitian 
 Pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, kuesioner 
di bagikan kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di.wilayah 
kabupaten Pati. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak orang 
pribadi, kemudian sampel yang di gunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. 
Peneyebaran kuesioner yang petama yaitu dengan uji instrument dengan 20 responden yang 
kemudian di lanjut dengan penyebaran ke 100 sampel yang telah di tentukan. Dalam 
penelitian terdapat empat variaabel dependen yaitu penerapan Whistleblowing System, Good 
Governance, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen nya 
yaitu Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 Penelitian ini di lakukan dengan mengetahui latar belakang responden terlebih dahulu, 
adapun klasifikasi responden di antaranya : jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Hasil 
distribusi sampel dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 4 Distribusi Sampel 
Keterangan Jumlah Presentase 
Kuesioner yang diterima 103 103% 
Kuesioner yang tidak digunakan 3 3% 
Kuesioner yang digunakan 100 100% 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total kuesioner yang masuk dalam 
form kuesioner berjumlah 103 responden, berasarkan sesuai rumus yang diguakan untuk 





Tabel 5 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Laki – Laki 48 48% 
Perempuan 52 52% 
Jumlah  100 100% 
 
Berdasarkan tabel diatas klsifikasi responden yang menjadi subjek penelitian yaitu 
responden yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 48 responden atau setara dengan 48% 
Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 52 atau setara dengan 
52% . Jadi dapat di lihat bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 
daripada  laki – laki.  
Tabel 6 KLASIFIKASI BERDASARKAN UMUR 
Usia Jumlah  Presentase 
21 – 30 Tahun 36 36% 
31 – 40 Tahun 27 27% 
41 – 50 Tahun 22 22% 
 50 Tahun 15 15% 
Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan tabel klasifikasi responden berdasarkan umur dapat di lihat 
presentasenya bahwa responden yang berumur antara 21 – 30 tahun berjumlah 36 responden 
atau 36%.  Kemudian jumlah responden yang umur 31 -40 tahun sebanyak 27 responden atau 




22% . dan untuk responden yang berumur lebih dari 50 tahun keatas berjumlah 15 orang atau 
setara deng 15%. 
Tabel 7 KLASIFIKASI BERDASARKAN PEKERJAAN 
Pekerjaan Jumlah Presentase 
Swasta 36 36% 
PNS 35 35% 
Lainnya 29 29% 
Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan tabel di atas klasifikasi berdasarka pekerjn dari responde sebagai berikut, 
yitu responden yang pekerjaannya sebagai pegawai swasta berjumlah 36 atau 36%. 
Sedangkan responden yang pekerjaannya sebagai PNS sebanyak 35 responden atau  35% .  
Dan untuk reponden yang memiliki pekerjaan lainnya seperti pedagang, petani, sebanyak 29 
responden atau 29% .  
4.3 Teknik Analisis Data 
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui deskripsi dari setiap masing – 
masing variable seperti dari nilai rata – rata (mean), median, standar deviasi ,nilai maximum, 
dan nilai minimum .Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Whistleblowing 
System (X1), Good Governance (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan 











Tabel 8 Uji Statistik Deskriptif 
Statistics 
  
WBS Good Governance Kesadaran WP Sanksi Kepatuhan WP 
N Valid 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 43.39 43.61 35.73 43.68 35.50 
Median 45.00 44.00 37.00 45.00 36.00 
Std. Deviation 5.421 4.383 3.484 4.752 3.529 
Minimum 30 31 26 32 24 
Maximum 50 50 40 50 40 
  
Hasil analisis deskiptif diatas dalam penelitian ini dapat di ketahui nilai rata – rata 
(mean), median, standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan 
sebagai berikut : 
a. Whistleblowing System 
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Whistleblowing System 
menunjukkan nilai rata – rata (mean)  sebesar  43,39, nilai median sebesar 45,00, 
standar deviasinya sebesar 5,421, nilai maksimum sebesar 50, dan nilai minimum 
sebesar 30. 
b. Good Governance  
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Good Governance 
menunjukkan nilai rata – rata (mean) sebesar 43,61, nilai median sebesar 44,00, 
standar deviasinya sebesar 4,383, nilai maksimum sebesar 50, dan minimum sebesar 
30. 
c. Kesadaran Wajib Pajak 
Hasil analisis statistic dekriptif terhadap vaariabel kesadaran Wajib Pajak 




standar deviasinya sebesar 3,484, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai minimumnya 
sebesar 26. 
d. Sanksi Pajak 
Hasil analisis statistik deskriptif terhdap variabel Sanksi Pajak menunjukkan 
nilai rata- rata (mean) sebesar 43.68, nilai median sebesar 45.00 , standar devisiasinya 
sebesar 4.752, nilai maksimum sebesar 50, dan nilai minimumnya   sebesar 32. 
e. Kepatuhan Wajib  Pajak 
Hasil analisis statistik deskriptif  terhadap variabel Kepatuhan wajib 
pajakmenunjukkan nilai rata- rata (mean) sebesar 35.50, nilai median sebesar 36.00, 
standar deviasinya 3.529, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai minimumny sebesar 
24. 
4.3.2  Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan setiap indikatornya dalam suatu  
kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk membuktikan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji validitas 
yaitu : 
 Jika nilai r hitung > nilai r tabel maka angket dinyatakan valid. 
 Jika nilai r hitung  < nilai r tabel maka angket dinyatakan tidak valid. 








R tabel = N-2 
R tabel = 100-2 = 98 (0,196) 





Uji validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 9 Uji Validitas 
No   Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan 
Penerapan Whistleblowing System (X1) 
1. WBS 1 0,754 0,196 Valid 
2. WBS 2 0,751 0,196 Valid 
3. WBS 3 0,676 0,196 Valid 
4. WBS 4 0,659 0,196 Valid 
5. WBS 5 0,694 0,196 Valid 
6. WBS 6 0,698 0,196 Valid 
7. WBS 7 0,792 0,196 Valid 
8. WBS 8 0,631 0,196 Valid 
9. WBS 9 0,657 0,196 Valid 
10. WBS 10 0,776 0,196 Valid 
Good Governance (X2) 
1. GG 1 0,700 0,196 Valid 
2. GG 2 0,615 0,196 Valid 
3. GG 3 0,573 0,196 Valid 
4. GG 4 0,673 0,196 Valid 
5. GG 5 0, 527 0,196 Valid 
6. GG 6 0,615 0,196 Valid 
7. GG 7 0,449 0,196 Valid 
8. GG 8 0,552 0,196 Valid 




10. GG 10 0,629       0,196 Valid 
Kesadaran Wajib Pajak (X3) 
1. Kes 1 0,626 0,196 Valid 
2. Kes 2 0,646 0,196 Valid 
3. Kes 3 0,593 0,196 Valid 
4. Kes 4 0,628 0,196 Valid 
5. Kes 5 0, 712 0,196 Valid 
6. Kes 6 0,613 0,196 Valid 
7. Kes 7 0,509 0,196 Valid 
8. Kes 8 0,715 0,196 Valid 
Sanksi Pajak (X3) 
1 Sanksi 1 0,563 0,196 Valid 
2 Sanksi 2 0, 546 0,196 Valid 
3 Sanksi3 0,722 0,196 Valid 
4 Sanksi 4 0,612 0,196 Valid 
5 Sanksi 5 0, 644 0,196 Valid 
6 Sanksi 6 0,584 0,196 Valid 
7 Sanksi 7 0,635 0,196 Valid 
8 Sanksi 8 0,604 0,196 Valid 
9 Sanksi 9 0,618 0,196 Valid 
10 Sanksi 10 0,527        0,196 Valid 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
1 Kep 1 0,634 0,196 Valid 




3 Kep 3 0,537 0,196 Valid 
4 Kep 4 0,612 0,196 Valid 
5 Kep 5 0, 613 0,196 Valid 
6 Kep 6 0,642 0,196 Valid 
7 Kep 7 0,678 0,196 Valid 
8 Kep 8 0,706 0,196 Valid 
 
Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir 
angket yang digunakan dalam variabel Whistleblowing System (X1), Good Governance (X2) , 
kesadaran wajib pajak (X3), Sanksi Pajak (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada  KPP 
Pratama Pati dinyatakan valid karena masing-masing r hitung > r tabel (0,196). 
4.3.3 Uji Reabilitas 
Uji Reabilitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk membuktikan bahwa 
kuesioner penelitian yang di gunakan unttuk pengumpulan data dari setiap variabel penelitian 
konsisten atau tidak. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah 
dengan melihat nilai cronbach alpha (a), suatu variabel dikatakan reliable jika nilai cronbach 
alpha (a) ≥ 0.60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 
berikut : 
Tabel 10 UJI REABILITAS 
Variabel Cronbach Alpha Critical Value Keterangan 
X1 0,888 0,60 Reliabel 
X2 0,798 0,60 Reliabel 
X3 0,785 0,60 Reliabel 
X4   0,804 0,60 Reliabel 





 Dari uji reabilitas di atas dapat di ketahui bahwa koefisien reabilitas yaitu di antara 
0,776 sampai 0,888 angka itu menyatakan bahwa seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60. 
Maka dapat di ketahui bahwa seluruh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini relibel 
atau dapat di percaya sehingga dapat di gunakan sebagai alat pengumpul data. 
4.4 Uji Asumsi Klasik 
4.4.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas merupakan suatu uji yang di gunakan untuk mengukur atau 
mengetahui apakah data yang di dapatkan berdistribusi normal. 
Gambar 2 Histogram Uji Normalitas 
 
Dapat di lihat dari gambar histogram di atas bahwa pola yang terdapat pada grafik 









Gambar 3 Uji normalitas P_Plot 
 
 
Berdasarkan uji Normal P_P Plot of Regressions Standarized residual dapat di ambil 
keputusan yaitu jika data ploting atau titik – titik yang menggambarkan data sesungguhnya 
mengikuti garis diagonal maka model regresi dapat berdistribusi normal. Pada gambar di atas 
data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 
disimpulkan model regresi dikatakan berdistribusi normal. Untuk meyakinkan normalitas bisa 
juga menggunakan Uji Statistik Kolmogrof smirnov (K-S). Hasil dari uji normalitas dapat di 







Tabel 11 Uji Normalitas One- Sample K-S 
 
 
Uji Normalitas menggunakan metode Kolmogorof Smirnov merupakan bagian dari 
uji asumsi klasik. Dasar yang di gunakan untuk pengambilan keputusan uji One Sample 
Kolmogrof Smirnov yaitu jika nilai signifikan > 0,05 maka nilai residual berdistribusi 
normal, jika nilai signifikan < 0,05 maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Pada tabel 
diatas dapat di lihat yaitu nilai residual sebesar 0,727 > 0,05, maka dari itu dapat disimpulkan 
bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. 













 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.26057172 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .069 
Negative -.073 
Kolmogorov-Smirnov Z .727 
Asymp. Sig. (2-tailed) .666 
a. Test distribution is Normal.  




4.4.2 Uji Multikolinieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi di temukan 
adanya korelasi yang kuat antara variabel dependen dan baribel independen. Hasil uji 
multikolonieritas dapat di lihat pada tabel berikut : 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.961 2.771  3.234 .002   
WBS .284 .071 .436 3.974 .000 .359 2.786 
Good Governance .038 .071 .047 .534 .595 .555 1.803 
Kesadaran WP .052 .102 .051 .509 .612 .428 2.335 
Sanksi  .245 .068 .330 3.588 .001 .509 1.964 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP      
 
Dalam uji multikolonieritas dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai VIF < 
10, maka nilai multikolonieritas dapat di toleransi atau tidak terjadinya multikolonieritas. 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF Whistleblowing System (X1) sebesar 2,786, 
Good Governance (X2) sebesar 1,803 , Kesadaran WP (X3) sebesar 2,335, dan Sanksi Pajak 
Sebesar 1,964 berarti dapat di ketahui baaahwa nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga 
kesimpulannya adalah dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi yang kuat , sehingga telah 
memenuhi uji asumsi multikolinieritas. 
4.4.3 Uji Heterokedasitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian 
dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Uji heterokedastisitas ini juga 
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien dan akurat. 
Sehingga bisa di katakan bahwa model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Pada penelitin ini, uji heterokedasitas menggunakan uji metode grafik, 





Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 
 
Dapat di lihat pada grafik scatterplot di atas bahwa titik – titik yang ada pada grafik 
tersebut tidak membentuk suatu pola, sehingga kesimpulannya bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk mengetahui lebih jelasnya bisa dengan melakukan uji Glejser. Uji 
Glejser ini dilakukan dengan cara melakukan regresi variabel independen dengan nilai 
absolute dari residualnya. Jika variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi 
variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan 
keputusan jika nilai significant kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas , dan jika 
nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 
heteroskedastisitasdengan uji Glejser dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 












1 (Constant) 3.188 1.726  1.847 .068 
WBS -.046 .044 -.174 -1.044 .299 
Good Governance .033 .044 .100 .750 .455 
Kesadaran WP .059 .063 .143 .939 .350 
Sanksi  -.069 .043 -.227 -1.622 .108 
a. Dependent Variable: Abs_RES     
 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel penerapan 
Whistleblwowing System (X1) sebesar 0,299 > 0,05, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas 
pada variabel whistleblwowing system (X1), sedangkan diketahui bahwa nilai signifikansi 
Good Governance (X2) sebesar 0,455 > 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
variabel Good Governace (X2). Variabel kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan nilai 
signifikansi 0,350 > 0,05 yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel 
kesadaran wajib pajak (X3) dan pada sanksi perpajakan (X4) nilai signifikansinya 0,108 > 
0,05, artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam variabel sanksi perpajakan (X4). 
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda berguna untuk mengetahui pengaruh langsung secara 
parsial atau bersama – sama dari setiap variabel yang digunakan. Hasil uji regresi linier 
berganda dari variabel Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran WP , dan 
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Pati dapat di 
lihat pada tabel di bawah ini : 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.961 2.771  3.234 .002 
WBS .284 .071 .436 3.974 .000 
Good Governance .038 .071 .047 .534 .595 
Kesadaran WP .052 .102 .051 .509 .612 
Sanksi  .245 .068 .330 3.588 .001 





Pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk 
sebagai berikut : 
Y = 8,961 + 0,284X1 + 0,038 X2 + 0,052X3  + 0,245X4 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat di jelaskan bahwa : 
a. Konstanta (α) 
Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 8,961 bernilai positif yang berarti 
bahwa jika variabel Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran WP, dan 
Sanksi Pajak tidak terjadi perubahan (X1, X2,X3 dan X4 bernilai 0), maka nilai 
variabel pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 8,961. 
b. Whistleblwowing System (X1) terhadap keptuhan wajib pajak 
Koefisisen regresi pada variabel Whistleblowing System sebesar 0,284atau sebesar 
28,4% .hal ini berarti setiap kenaikan Whistleblowing System 1 % maka akan 
menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,284 atau 28,4% dengan asumsi bahwa 
variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 
c. Good Governance (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Koefisisen regresi pada variabel Good Governance  sebesar 0,038 atau sebesar 3,8 % 
.hal ini berarti setiap kenaikan Good Governance 1 % maka akan menaikkan 
Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,038 atau 3,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas 
yang lain dari model regresi adalah tetap. 
d. Kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Koefisisen regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,052 atau sebesar 5,2 
% .hal ini berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1 % maka akan menaikkan 
Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,052 atau 5,2% dengan asumsi bahwa variabel bebas 
yang lain dari model regresi adalah tetap. 
e. Sanksi Pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Koefisisen regresi pada variabel sanksi  pajak sebesar sebesar 0,245 atau sebesar 
24,5% .hal ini berarti setiap kenaikan sanksi pajak 1 % maka akan menaikkan 
Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,245 atau  24,5% dengan asumsi bahwa variabel 




4.5.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 
Uji koefisisen determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui besar prosentase variasi 
variabel independen yang di gunakan dlam model regresi mampu menjelaskan variasi 
variabel dependen. 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .590 .572 2.308 
a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, 
WBS 
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP  
 
Berdasarkan tabel diatas R Square menunjukkan bahwa pengaruh nilai 
Whistleblowing System (X1), Good Governnce (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi 
Pajak (X4)  secara simultan sebesar 59 %. Sedangkan sisanya (100% - 59% = 41%) di 
jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
4.5.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel 
Whistleblowing system, Good Governance, Kesadaran wajib pajak,dan Sanksi Pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah membandingkan nilai signifikansi 
dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 
dengan tingkat kepercayaan 95% atau (α = 0,05), N = jumlah sampel, k = jumlah variabel 
independen df = n-k = (100 - 4) = 96, maka diperoleh nilai t tabel = 1.985. 
Kriteria uji T yaitu : 
a. Ho = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap 




b. Ha = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap 
variabel dependen . 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.961 2.771  3.234 .002 
WBS .284 .071 .436 3.974 .000 
Good Governance .038 .071 .047 .534 .595 
Kesadaran WP .052 .102 .051 .509 .612 
Sanksi  .245 .068 .330 3.588 .001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP    
  
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap 
variabel independen sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu 
Whistleblowing System , di peroleh t hitung sebesar 3,974 lebih besar dari nilai t 
tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih kecil dari 0,05 maka H1 di terima . 
sehingga dapat di simpulkan bahwa Whistleblowing System berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
b. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu Good 
Governance , di peroleh nilai t hitung sebesar 0,534 lebih kecil dari nilai t tabel 
sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,595 maka H2 di 
tolak . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Governance tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
c. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang ketiga yaitu kesadaran 
wajib pajak, di peroleh nilai t hitung sebesar 0,509 lebih kecil dari nilai t tabel 
sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,612 maka H3 di 
tolak . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak 




d. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang keempat yaitu sanksi 
pajak, di peroleh nilai t hitung sebesar 3,588 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 
1,985 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 maka H4 di terima . 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak  berpengaruh positif  dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
4.5.3 Uji F (Simultan) 
Uji F dalam penelitian bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya pengaruh 
suatu varibel terikat terhadap variabel bebas secara simultan atau bersama-sama Uji F 
dilakukan untuk mengetahui tingkat signifiksi pengaruh varibel independen (Whistleblowing 
Sysstem.Good Governance,kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak ) yang secara simultan 
terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) . Tingkat signifiksi menggunakan (α) = 
5% atau 0,05. 
Dari uji regresi dengan SPSS dapat di lihat bahwa hasil uji F elalui output tabel anova 
sebagai berikut : 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 727.092 4 181.773 34.134 .000
a
 
Residual 505.908 95 5.325   
Total 1233.000 99    
a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS 
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP    
 
Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai F sebesar 34,134 dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikasi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini 
menunjukan bahwa variabel Whistleblwowing System, Good Governance, Kesadaran wajib 
pajak dan Sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 






4.6  Pembahasan dan Analisis Data 
4.6.1 Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa 
penerapan Whistleblowing System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak sehingga H1 di terima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan 
dalam variabel Whistleblowing System  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan 
yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan peroleh t hitung sebesar 3,974 lebih besar dari nilai 
t tabel sebesar 1,985  maka H1 di terima yang artinya bahwa variabel Whistleblowing System 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratam Pati. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, 
Pahlevi (2018) dan Naili (2017) bahwa penerapan Whistleblowing System berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan 
Whistleblowing System di lingkungan DJP maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. 
Salah satu pendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah penerapan perpajakan yang 
transparan, karena transparansi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak dalam 
hal pembayaran pajak. Salah satu cara untuk mendorong transparansi adalah dengan 
penerapan Whistleblowing System atau pengawasan. 
Whistleblowing System merupkn aplikasi yang disediakan oleh Kementerian 
Keuangan yang berguna bagi masyarakat yang mempunyai informasi dan ingin melaporkan 
tindakan yang berindikasi pelanggaran yang telah terjadi di lingkungan Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia (www.wise.kemenkeu.go.id ). Mencegah dan mendeteksi sejak 
dini pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan DJP yaitu dengan meningkatkan 
pegawai dan masyarakat menjadi whistleblower. Jenis pengaduan antara lain pelayanan yang 
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Dengan penerapan perpajakan yang transparan melalui pengawasan Whistleblowing 
System akan mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada DJP sehingga tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan meningkat. 
4.6.2 Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa Good 
Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 ditolak. Karena 
berdasarkan dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel Good Governance tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak . Hal ini di buktikan dengan Uji T yang 
memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,595 di peroleh nilai t hitung sebesar 
0,534 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka hipotesis H2 di tolak yang artinya 
bahwa Good Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Pati. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo (2015) 
yang  menyatakan bahwa Good Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak belom memahami adanya pelaksanaan Good 
Governance di lingkungan Direktorat Jendral Pajak . Padahal penerapan Good Governance 
sangat di butuhkan dalam suatu organisasi khusunya di lingkungan KPP Pratama Pati yang 
bergerak di bidang pelayanan harus lebih objektif dalam memberikan pelayanan kepada 
wajib pajak. Semakin rendah pemahaman  yang di terapkan dan kurang sesuai dengan kode 
etik, sehingga akan rendahnya pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangann maupun 
pelanggaran melalui pengawasan yang akuntanbel dan berkeadilan.  
Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa penerapan Good Governance harus lebih di 
tingkatkan kedalam pemahaman wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak belom memahami dan 
merasakan pelayanan yang memadai sehingga kepatuhan wajib pajak setiap tahun cukup 
rendah. Maka dari itu ketika mengadakan sosialisasi perpajakan yang harus lebih di tekankan 
lagi kepada masyarakat bahwa Direktorat Jendral Pajak telah menerapkan Good Governance 
untuk mendorong kepatuhan pajak baik untuk wajib pajak , pegawai pajak, maupun pejabat 
pajak melalui transparansi pengelolaan pajak di segala bidang baik bidang administrasi 




4.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian yang menyatakan bahwa 
kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H3 ditolak. Karena 
berdasarkan dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel kesadaran tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak . Hal ini di buktikan dengan Uji T parsial  memiliki nilai 
signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,612 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,509 lebih 
kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H3 ditolak  yang artinya bahwa Kesadaran Wajib 
Pajak tidak berpengaruh signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi di KPP 
Pratama Pati. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2017) dan 
Lydiana (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan rasa mengakui, menghargai dan menaati 
ketentuan perpajakan yang berlaku serta kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya di rasa masih sangat kurang oleh sebagian besar wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Pati .Padahal kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor 
penting dalam meningkatkan wajib pajak dalam melunasi kewajibann perpajaknnya untuk 
meningkatkan pendapatan Negara dari sisi pajak
58
. 
Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian DJP dalam membangun 
kesadaran dan kepedulian sukarela bagi wajib pajak, salah satunya dengan melakukan 
sosialisasi, menanamkan pemahaman dan penegakan perpajakan mulai dari lingkungan 
keluarga terdekat, disamping memberikan kemudahan dalam segala urusan kewajiban. . 
perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan kurang, 
wajib pajak enggan datang ke KPP. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam mengetahui 
pentingnya perpajakan bagi negara maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin 
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4.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H4  di terima. Hal ini 
dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel sanksi pajak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil 
Uji T Parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan di peroleh 
nilai t hitung sebesar 3,588 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H4 di terima yang 
artinya bahwa variabel Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribdi di KPP Pratama Pati. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita 
Cahyani (2019) dan Pujiwidodo (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi 
perpajakan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi agar wajib pajak dapat 
mematuhi peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dengan 
sanksi perpajakan wajib pajak harus memahami adanya sanksi perpajakan agar lebih tertib 
dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu. agar mereka tidak mendapat sanksi 
pajak. Wajib pajak akan menaati aturan perpajakan jika mengetahui bahwa sanksi perpajakan 
akan merugikan. Oleh karena itu, adanya sanksi perpajakan berpengaruh dan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi perpajakan yaitu 
dengan mengambil kebijakan terkait sanksi perpajakan seperti melakukan pemeriksaan rutin, 
meningkatkan denda nominal yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 
sehingga apabila sanksi perpajakan dipahami dan di mengerti oleh Wajib Pajak yang sanksi 









 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah di lakukan mengenai 
pengaruh penerapan Whistleblowing System, Good Governance, kesadaran wajib pajak dan 
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pati, 
dapat di simpulkan sebagai berikut :  
1. Variabel penerapan Whistleblowing System berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini di 
tunjukkan dengan nilai t sebesar 3.974 dengan nilai signifikasi 0,000 yaitu lebih kecil 
dari 0,05. Artinya Penerapan Whistleblowing System menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
2. Variabel Good Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar 
0,534 dengan nilai signifikasi 0,595 yaitu lebih besar dari 0,05.Artinya penerapan 
Good Governance di lingkungan DJP masih sia sia, sehingga adanya Good 
Governance tidak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
3. Variabel  kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini di tunjukan dengan nilai t 
sebesar 0,509 dengan nilai signifikasi 0,612 lebih besar dari 0,05. Artinya kesadaran 
wajib pajak masih rendah sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
4. Variabel Sanksi pajak berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini di tunjukan dengan nilai t sebesar 
3.588 dengan nilai signifikasi  0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya Sanksi Pajak 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
5. Hasil R Square (R2) sebesar 0,590, menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel 
independen dalam  menjelaskan variabel dependen adalah 59% sedangkan sisanya 






5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 
Peneliti dalam melakukan penelitian masih jauh dari kata sempurna sebagaimana 
yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan 
penelitian, diantaranya yaitu : 
1. Keterbatasan objek dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti pengaruh 
variabel whistleblowing system, good governance, kesadaran wajib pajak dan 
sanksi pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. 
Variabel dalam penelitian ini hanya menghasilkan R Square senilai 0,590 atau 
59% nilainya masih relatif kecil. 
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian sehingga 
kemungkinan terjadi bias , hal ini bisa terjadi dalam pengisian kuesioner tidak 
benar –benar diisi oleh responden yang bersangkutan.  
5.3 SARAN- SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini , untuk 
meniingkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati, maka peneliti 
memberikan  beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah serta mngembangkan variabel dengan 
meneliti variabel yang belum di teliti dalam penelitian ini, di karenakan dalam 
penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variabel Whistleblowing System, 
Good Governance, Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sehingga 
menghasilkan R Square yang masih relative kecil. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat 
di dampingi secara langsung agar informasi yang di peroleh lebih tepat. 
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak di harapkan dapat memberikan sosialisasi dan 
transparansi kepada masyarakat   untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
Lampiran1 Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 




Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu 
(S1) UIN Walisongo Semarang, saya: 
Nama    : Novita Ayu Fibiyanti 
Nim    : 1705046018 
Fak./Jur./Smstr/  : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah/VIII 
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul 
Pengaruh Penerapan Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak 
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 
Pati. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden 
dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah 
menganggu waktu bekerja anda. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk 
kepentingan penelitian, mohon diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya. 
a. Apabila salah satu  nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku dan 
tidak dapat digunakan 
b. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I di tempat bekerja. Atas kesediaan Bapak/Ibu 
meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam 
penelitian ini, saya sampaikan terima kasih. 
 
           Hormat Saya 
           Peneliti 
 
 






Mohon Ketersediaan Bapak/ Ibu mengisi daftar berikut : 
1. Nama Bapak/ Ibu  : 
2. Jenis Kelamin   : Laki-laki    Perempuan 
3. Umur     : 
4. Pendidikan Terakhir   :  SMA    D3       S1  S1             S2      S3 
5. Jenis Pekerjaan  : 
    PNS  Swasta      Wirausaha     Lainnya 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Bacalah baik – baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah salah satu jawaban yang 
sesuai dengan memberi tanda centang ( √ ) pada kolom yang mewakili pilihan Bapak / Ibu 
dengan petunjuk sebagai berikut : 
1 = Sangat Tidak Setuju ( STS) 
2 = Tidak Setuju ( TS ) 
3 = Netral ( N ) 
4 = Setuju ( S ) 













1. Variabel X1, Penerapan Variabel  WhistleBlowing System 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya Percaya Whistleblowing System 
telah di terapkan di KPP Pratama Pati 
sesuai dengan fungsinya.  
     
2. Saya telah mempercayai pihak 
berwenang atas apa yang saya laporkan 
melalui Whistleblowing System. 
     
   3. Pengaduan dengan  metode 
Whistleblowing System mudah diakses  
     
   4. Ketika ada pelanggaran saya akan 
melaporkanya melalui Whistleblowing 
System. . 
     
5. Saya mempercayai identitas saya 
terlindungi ketika  melakukan 
pengaduan melalui Whistleblowing 
System.  
     
6. Saya mempercayai ketika saya menjadi 
Whistleblower (Pelapor) akan di jaga 
kerahasiananya pada yang bersangkutan.  
     
7. Ketika saya tahu adanya penyimpangan 
atau  ketidakwajaran dalam perpajakan 
saya akan  melaporkannya melalui 
Whistleblowing System.  
     
8. Saya tidak akan melaporkan 
pelanggaran tanpa bukti yang akurat 
melalui Whistleblowing System.  
     
9. Saya mempercayai bahwa setiap hasil 
pengaduan melalui Whistleblowing 




System di tangani dengan melibatkan 
pihak penegak hukum. 
10. Saya yakin Direktorat Jenderal Pajak 
akan menangani penipuan dengan benar 
terhadap apa yang telah saya laporkan 
melalui Whistleblowing System. 
     
 
2. Variabel X2, Penerapan Good Governance 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Petugas pajak menjalankan tugas 
pelayanan sesuai dengan SOP yang 
berlaku.  
     
2. Saya percaya dengan adanya Good 
Goverance menjadikan pelaksanaan 
pengendalian internal di lingkungan 
KPP lebih efektif 
     
3.  Saya percaya Pengambilan keputusan 
di lakukan secara objektif  tanpa ada 
kepentingan dari pihak manapun.  
     
4. Good Governance di ciptakan dengan 
cara pengeleloaan sumber daya 
pemerintah secara efektif. 
     
5. Petugas membantu orang yang bingung 
/ kurang paham dalam mendapatkan 
pelayanan. 
     
6. Pemerintah selalu menanggapi keluhan 
masyarakat terkait program perpajakan 
yang dilaksanakan. 
     





3. Variabel X3, Kesadaran Wajib Pajak 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya percaya bahwa salah satu 
penunjang pembangunan Negara 
adalah dengan membayar pajak.  
     
2.  Saya menyadari bahwa pajak 
merupakan pendapatan tertinggi 
Negara. 
     
3.  Saya menyadari bahwa menunda 
membayar pajak akan merugikan 
Negara.  
     
4. Saya menyadari pajak merupakan iuran 
wajib yang di bayarkan oleh rakyat 
untuk kemajuan Negara.  
     
5. Saya sadar hasil dari pungutan pajak 
akan di nikmati balik oleh wajib pajak 
walaupun tidak langsung .  
     
petugas maupun pimpinan pajak ketika 
melanggar peraturan. 
8. Pegawai Pajak tidak membedakan 
gender dalam hal pembayaran pajak 
     
   9. Berbagai Infomasi tentang pajak yang di 
akses secara mudah.  
     
10.  KPP Pratama Pati memberikan 
informasi yang memuaskan untuk 
mendukung pelaksanaan hak dan 
kewajiban perpajakan 




6. Saya sadar bahwa pajak telah di 
tetapkan pada Undang – Undang dan di 
paksakan.  
     
7. Kesadaran lahir dari dalam diri sendiri 
karena memiliki rasa tanggung jawab 
sebagai warga Negara.  
     
8. Saya sadar membayar pajak 
merupakan bentuk pengabdian terhdap 
Negara . 
     
 
4. Variabel X4, Sanksi Pajak 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1.  Sanksi perpajakan diperlukan untuk 
menciptakan disiplin perpajakan bagi 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
     
2. Sanksi perpajakan bertujuan untuk 
mencegah penipuan wajib pajak. 
     
3. Sanksi pajak yang berat sebagai sarana 
untuk mendidik wajib pajak. 
     
4. Sanksi administrasi  bagi pelanggar 
aturan yang sangat ringan sebagai 
sarana mendidik wajib pajak.  
     
5. Sanksi Pajak harus di kenakan dan di 
laksanakan secara tegas bagi semua 
Wajib Pajak yang telah melakukan 
pelanggaran. 
     
6.   Sanksi pajak yang di kenakan bagi 
pelanggar tanpa toleransi. 
     
7. Sanksi Pajak di berikan sesuai dengan 
besar kecilnya pelanggaran yang telah di 





8. Sanksi Pajak di terapkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
     
   9. Dengan adanya sanksi perpajakan maka 
wajib pajak akan membayar pajak tepat 
waktu. 
     
   10.  Beban pajak akan bertambah seiring 
adanya bunga.  
     
  
5. Variabel Y, Kepatuhan Wajib Pajak 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya menghitung pajak penghasilan 
yang terutang dengan benar.  
     
2. Saya membayar pajak penghasilan tepat 
waktu. 
     
3.  Saya melakukan pengisian SPT (Surat 
Pemberitahuan) berdasarkan ketentuan 
perundang – undangan. 
     
4. Saya membayar kurang bayar pajak 
pendapatan yang ada sebelumdi periksa. 
     
5. Saya melaporkan SPT yang telah di isi 
dengan tepat waktu. 
     
6. Saya selalu melaporkan SPT setiap 
tahun . 
     
7. Jika ada tungakan pajak saya bersedia 
memenuhi kewajiban. 
     
8. Saya tidak pernah melakukan penipuan 
atau kejahatan pajak 





Lampiran 2 Tabulasi Data 
a. Variabel X1 ( Whistleblowing System) 
WBS (X1) 
SCORE 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 
4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 40 
5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 42 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 46 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 3 5 4 4 3 3 5 3 4 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 3 3 4 2 4 5 4 4 38 
3 2 5 2 3 2 3 3 5 4 32 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 30 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 46 
3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 38 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 48 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 47 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 
5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 47 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 45 
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38 
4 3 3 5 3 4 5 1 4 4 36 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 46 
4 4 5 5 3 5 5 3 1 3 38 
4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 43 
5 4 2 1 2 5 3 5 4 3 34 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 39 
4 3 3 5 3 3 3 5 5 3 37 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 40 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 47 
4 4 4 4 1 4 3 4 5 5 38 
3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 32 




4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 45 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 
5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 42 
5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 45 
5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 45 
4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 45 
4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 45 
4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 
5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 47 
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 46 
3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 40 
4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 44 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 34 
5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 46 
5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 44 
4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 41 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 43 
4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 44 
5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 43 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 46 
5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 44 
5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 47 
4 4 4 3 4 4 4 5 2 3 37 
4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 38 
3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 47 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 47 
4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 34 
4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 39 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 




4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
 
b. Variabel X2 ( Good Governance) 
GOOD GOVERNANCE (X2) 
SCORE 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 
5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 43 
4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 42 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 46 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 43 
4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
3 5 5 5 3 4 5 4 5 4 43 
4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 40 
5 4 2 5 3 4 5 4 5 4 41 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
4 5 2 5 4 3 5 5 5 4 42 
4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 43 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 
5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 46 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 
4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 42 
4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 46 
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 47 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 44 
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 45 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 44 
4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 39 
4 5 3 3 4 5 5 5 5 3 42 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 
2 5 3 5 3 5 5 3 5 5 41 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
3 4 3 5 3 5 5 3 5 3 39 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 




3 3 4 3 4 5 3 3 4 5 37 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 38 
3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 35 
4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 43 
5 4 4 4 3 2 4 5 4 5 40 
5 3 5 3 3 5 5 5 5 2 41 
1 5 3 3 4 3 5 5 3 4 36 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 46 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 44 
5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 44 
5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 48 
5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 42 
3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 40 
3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 38 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 47 
5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 45 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
3 3 3 4 5 4 3 5 5 4 39 
4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
4 5 4 4 1 5 5 5 4 5 42 
5 5 4 5 3 4 5 4 5 4 44 
5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 45 
4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 37 
4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 44 
5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 45 
3 5 3 4 4 3 5 4 5 4 40 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 44 
3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 38 
4 4 5 4 4 3 5 3 4 5 41 
3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 45 
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
2 4 4 4 4 2 4 5 2 2 33 
4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 45 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 38 
4 4 4 4 2 5 5 3 2 5 38 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 




4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 
5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 46 
5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 46 
5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 46 
5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 4 3 3 2 4 5 4 4 38 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 33 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 46 
5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 46 
5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 46 
 
c. Varibel X3 (Kesadaran Wajib Pajak ) 
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3) 
SCORE 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
5 5 5 5 5 4 4 5 38 
5 4 3 4 3 5 5 4 33 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 4 4 5 5 5 5 4 37 
4 4 4 4 5 4 4 4 33 
5 3 4 4 4 4 5 4 33 
4 4 4 5 4 4 4 5 34 
4 4 4 5 4 4 3 4 32 
5 2 5 3 3 4 5 4 31 
5 3 4 4 3 5 3 5 32 
4 3 4 4 2 5 3 3 28 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 5 4 5 4 5 4 5 36 
4 4 4 5 4 5 4 4 34 
4 5 4 4 4 4 4 4 33 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
5 4 5 4 5 5 5 5 38 
5 5 4 5 5 4 4 5 37 
5 5 4 5 5 4 5 4 37 




5 5 4 5 5 5 4 5 38 
5 4 4 5 4 3 5 4 34 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 4 4 4 5 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 4 4 4 4 4 5 4 34 
5 5 5 5 5 4 3 5 37 
4 5 5 3 3 5 5 5 35 
3 5 4 5 3 2 5 3 30 
5 5 5 5 5 5 4 5 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 5 4 5 4 4 4 34 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 5 4 2 4 3 5 3 29 
4 3 4 4 4 4 4 4 31 
5 5 3 5 5 3 5 5 36 
5 5 3 4 4 3 5 5 34 
4 4 3 4 3 3 3 3 27 
5 4 5 4 5 3 5 5 36 
4 3 5 4 4 3 3 2 28 
3 3 3 3 3 3 5 3 26 
3 5 4 5 5 4 5 3 34 
4 3 5 5 3 5 4 5 34 
5 4 5 4 5 4 5 5 37 
5 5 4 4 5 5 5 5 38 
3 4 4 5 5 5 5 4 35 
3 5 5 4 5 5 4 3 34 
5 4 4 5 5 5 4 5 37 
5 5 4 5 5 5 4 5 38 
5 4 5 4 5 5 5 4 37 
3 5 2 5 5 4 5 5 34 
4 5 5 5 5 4 5 5 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 
3 4 3 3 4 4 3 4 28 
5 5 4 4 4 5 5 5 37 
5 5 4 5 4 3 5 5 36 
4 5 4 4 5 4 5 4 35 
5 5 4 4 5 4 5 5 37 
4 3 3 4 5 4 5 5 33 
5 4 4 5 5 5 5 5 38 
5 4 5 5 5 3 4 5 36 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 




5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 4 4 4 4 36 
5 5 4 5 4 4 5 5 37 
4 5 4 5 5 5 5 5 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 5 4 4 4 4 4 4 34 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 4 5 5 5 5 39 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 4 5 4 38 
4 3 3 3 4 4 5 4 30 
5 3 4 5 2 4 4 4 31 
5 4 4 4 5 4 5 4 35 
5 4 5 4 5 5 5 5 38 
4 4 5 4 5 5 5 5 37 
5 5 5 4 5 5 5 4 38 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 5 5 5 4 4 5 5 37 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 4 4 38 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 4 3 5 4 36 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 5 5 5 5 5 5 3 38 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
2 5 3 5 4 4 5 5 33 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 
5 5 4 3 4 4 4 4 33 
5 4 4 5 5 4 4 5 36 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
 
d. Variabel X4 ( Sanksi Pajak) 
SANKSI PAJAK (X4) 
SCORE 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 
4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 46 
3 2 4 4 4 5 5 4 5 5 41 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 4 4 5 2 5 1 5 41 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
5 5 3 4 5 4 4 5 2 3 40 
3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 
3 5 3 5 4 5 3 5 3 2 38 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 40 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 47 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 43 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 47 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 46 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 
4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 45 
5 5 2 3 5 2 5 5 5 5 42 
4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 45 
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 
5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 44 
4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 43 
2 3 2 4 3 3 5 5 3 4 34 
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 37 
5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 38 
3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 32 
5 4 5 5 4 3 2 5 4 5 42 
5 4 2 5 4 1 3 3 5 5 37 
2 5 4 4 5 5 3 2 4 5 39 
5 3 4 3 5 3 2 5 5 5 40 
5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 
4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 43 
3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 36 
4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 45 
4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 46 




5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 42 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 37 
5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 45 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 36 
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 47 
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 34 
5 5 5 4 5 2 5 5 5 2 43 
5 4 4 3 5 3 5 4 5 4 42 
5 5 5 4 5 3 5 4 3 3 42 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 46 
5 5 2 5 4 3 5 1 5 5 40 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 46 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 45 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
5 2 4 3 5 2 4 4 5 5 39 
4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 35 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 44 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 
5 5 4 4 4 1 3 4 4 4 38 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 34 
4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 34 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 42 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 48 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 44 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 
5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 47 
5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 47 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 44 




4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 39 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 48 
5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 45 
5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
 
e. Variabel Y ( Kepatuhan Wajib Pajak ) 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 
SCORE 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 
5 3 4 5 5 5 4 5 36 
4 5 4 3 4 5 5 5 35 
5 2 5 5 5 5 5 5 37 
5 5 5 3 5 5 5 5 38 
4 2 5 4 3 5 4 5 32 
4 4 4 5 4 4 4 4 33 
4 4 5 4 4 5 4 4 34 
4 4 4 4 4 3 4 4 31 
4 4 5 4 5 4 4 4 34 
5 5 4 2 5 3 4 5 33 
3 3 4 3 4 3 3 3 26 
5 3 5 3 5 5 3 3 32 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 5 4 5 4 5 4 5 36 
5 5 4 3 5 4 3 3 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 3 5 5 5 4 5 5 37 
5 5 4 5 5 5 5 4 38 
4 4 5 3 4 4 5 5 34 
5 5 5 4 5 5 4 5 38 
5 5 5 4 5 4 5 5 38 
4 4 5 5 5 5 5 4 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 4 4 5 4 4 5 4 34 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 4 4 4 4 5 36 
3 4 3 3 4 4 3 5 29 
3 5 5 5 4 4 4 5 35 
4 4 4 4 5 3 4 4 32 
5 5 5 3 5 5 5 5 38 
5 5 4 5 3 5 5 5 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 3 5 4 4 4 4 4 32 
4 5 3 5 5 4 4 5 35 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 




3 3 5 4 3 5 3 3 29 
5 4 4 5 5 5 5 5 38 
5 3 4 4 4 2 5 3 30 
5 2 3 5 5 5 3 3 31 
3 3 4 5 4 3 5 3 30 
4 5 5 4 5 4 5 3 35 
5 5 5 3 3 4 4 4 33 
5 5 4 5 4 5 5 4 37 
5 5 4 5 5 4 5 5 38 
3 4 5 5 4 5 5 4 35 
5 4 5 5 5 4 5 4 37 
5 4 5 5 5 4 5 4 37 
5 5 4 2 4 5 4 4 33 
5 5 5 4 5 5 5 4 38 
4 5 5 5 5 5 4 5 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 4 4 4 3 4 5 4 33 
3 3 3 3 4 4 4 4 28 
5 4 5 5 4 4 4 5 36 
5 5 5 5 4 5 4 4 37 
4 5 4 5 5 4 5 5 37 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 
5 5 4 4 4 5 5 5 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 4 4 5 5 5 5 5 37 
4 4 4 4 5 5 4 4 34 
4 5 5 5 5 4 5 5 38 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
2 5 4 2 4 4 5 5 31 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 5 5 5 4 4 5 5 37 
5 4 5 5 5 5 5 5 39 
5 4 3 3 4 5 4 4 32 
4 4 4 3 5 4 5 4 33 
3 5 2 4 3 5 5 5 32 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 4 5 5 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 4 4 4 5 5 5 5 37 
5 4 4 5 4 4 4 5 35 
4 5 5 5 5 5 5 5 39 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 
5 5 3 5 5 5 5 5 38 




4 5 5 5 5 5 5 5 39 
5 3 5 4 4 3 5 4 33 
5 5 5 4 4 4 4 4 35 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 4 4 4 5 4 5 5 36 
4 2 4 5 5 4 5 4 33 
4 4 3 5 4 4 4 4 32 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4 4 4 4 5 5 4 5 35 
4 5 5 4 5 5 4 5 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
 





Governance Kesadaran WP Sanksi Kepatuhan WP 
N Valid 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 43.39 43.61 35.73 43.68 35.50 
Median 45.00 44.00 37.00 45.00 36.00 
Std. Deviation 5.421 4.383 3.484 4.752 3.529 
Minimum 30 31 26 32 24 
Maximum 50 50 40 50 40 
 
Lampiran 4 Hasil Output – SPSS  Uji Validitas 
A. VARIABEL WHISTLEBLOWING SYSTEM (X1) 
Correlations 
























Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 



























Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .001 .000 .000 .001 .001 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  




**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
        
 
 
B. VARIBEL GOOD GOVERNANCE (X2) 
Correlations 






















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .014 .000 .107 .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000  .031 .000 .080 .005 .016 .000 .001 .001 .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .031  .015 .008 .000 .118 .028 .152 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .015  .009 .000 .001 .008 .000 .000 .000 




















Sig. (2-tailed) .014 .080 .008 .009  .012 .907 .001 .005 .012 .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .000 .012  .070 .077 .003 .005 .000 














Sig. (2-tailed) .107 .016 .118 .001 .907 .070  .203 .000 .046 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .028 .008 .001 .077 .203  .002 .023 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .001 .152 .000 .005 .003 .000 .002  .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .012 .005 .046 .023 .000  .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
        
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
        
 
C. VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X3) 
Correlations 
  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3 















Sig. (2-tailed)  .049 .000 .002 .003 .003 .054 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .049  .018 .000 .000 .049 .001 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 















Sig. (2-tailed) .000 .018  .006 .002 .000 .157 .030 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


















Sig. (2-tailed) .002 .000 .006  .000 .007 .230 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .003 .000 .002 .000  .001 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 















Sig. (2-tailed) .003 .049 .000 .007 .001  .093 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X3.7 Pearson Correlation .194 .321
**
 .143 .121 .363
**





Sig. (2-tailed) .054 .001 .157 .230 .000 .093  .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .030 .000 .000 .000 .001  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
D. VARIABEL SANKSI PAJAK (X4) 
Correlations 






















Sig. (2-tailed)  .000 .001 .018 .000 .972 .009 .003 .001 .002 .000 

















 .104 .141 .546
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .004 .000 .000 .035 .011 .023 .302 .162 .000 



























Sig. (2-tailed) .001 .004  .000 .000 .000 .002 .000 .000 .027 .000 






















Sig. (2-tailed) .018 .000 .000  .002 .000 .001 .005 .012 .056 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002  .037 .000 .002 .003 .044 .000 




















Sig. (2-tailed) .972 .035 .000 .000 .037  .003 .006 .117 .003 .000 






















Sig. (2-tailed) .009 .011 .002 .001 .000 .003  .002 .000 .088 .000 






















Sig. (2-tailed) .003 .023 .000 .005 .002 .006 .002  .005 .098 .000 




















Sig. (2-tailed) .001 .302 .000 .012 .003 .117 .000 .005  .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .002 .162 .027 .056 .044 .003 .088 .098 .000  .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         




E. VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y 

















Sig. (2-tailed)  .008 .001 .004 .000 .001 .001 .004 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y2 Pearson Correlation .263
**











Sig. (2-tailed) .008  .054 .274 .022 .001 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y3 Pearson Correlation .317
**













Sig. (2-tailed) .001 .054  .019 .007 .019 .005 .035 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 















Sig. (2-tailed) .004 .274 .019  .002 .001 .000 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .000 .022 .007 .002  .003 .001 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .001 .001 .019 .001 .003  .011 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .001 .000 .005 .000 .001 .011  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .004 .000 .035 .001 .001 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       






Lampiran 5 Hasil Output – SPSS Uji Reabilitas 
 
A. VARIABEL WHISTLEBLOWING SYSTEM (X1) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 





Alpha N of Items 
.888 10 
 
B. VARIABEL GOOD GOVERNANCE (X2) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.798 .802 10 
 
C. VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X3) 
 




  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.785 .783 8 
 
D. VARIABEL SANKSI PAJAK (X4) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.804 .809 10 
 
E. VARIBEL KEPATUHAN WP (Y) 
Case Processing Summary 
  N % 






 0 .0 
Total 100 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.776 .783 8 
 
Lampiran  0.6 Hasil Output – SPSS Uji Normalitas One – Sample KS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.26057172 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .069 
Negative -.073 
Kolmogorov-Smirnov Z .727 
Asymp. Sig. (2-tailed) .666 
a. Test distribution is Normal.  


























Lampiran 8 Hasil Output - SPSS Normal Grafik Histogram 
 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.961 2.771  3.234 .002   
WBS .284 .071 .436 3.974 .000 .359 2.786 
Good Governance .038 .071 .047 .534 .595 .555 1.803 
Kesadaran WP .052 .102 .051 .509 .612 .428 2.335 
Sanksi  .245 .068 .330 3.588 .001 .509 1.964 






Lampiran 10 Hasil Output – SPSS Uji Heteroskedastisitaas Scatterplot 
 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.188 1.726  1.847 .068 
WBS -.046 .044 -.174 -1.044 .299 
Good Governance .033 .044 .100 .750 .455 
Kesadaran WP .059 .063 .143 .939 .350 
Sanksi  -.069 .043 -.227 -1.622 .108 























a. All requested variables entered.  





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .590 .572 2.308 
a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, 
WBS 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 727.092 4 181.773 34.134 .000
a
 
Residual 505.908 95 5.325   
Total 1233.000 99    
a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS 




















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.961 2.771  3.234 .002 
WBS .284 .071 .436 3.974 .000 
Good Governance .038 .071 .047 .534 .595 
Kesadaran WP .052 .102 .051 .509 .612 
Sanksi  .245 .068 .330 3.588 .001 
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